
PENYELESAIAN WANPRESTASI JAnAlNAN FlDUSlA 
PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN P'T. MULTINDO 

AUTO FINANCE Dl KABUPATEN SLEMAN 
YOGYAKARTA. 

Oleh: 

M. HAJIR SUSANTO 

Nomor Mahasiswa : 99 MOO1 2 
BKU : Hukum Bisrlis 
Program Studi : llmu Hukurn 

-. 
PROGRAM PASCASARJANA FAKULsrAS HUKUM 

UNlVERSlTAS ISLAM INDONESIA 

2007 



PENYELESAlAN WANPRESTASI JAMINAN FltiiGiA PADA 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE Dl 

KABI.JPA'rEN SLEMAN YOGYAKARTA 
...... 

Oleh : 

M. HAJlR SUSANTO 

Nomor Mahasiswa : 99 IV10012 
UKU : Hukum Bisnis 
Program Studi : Ilniu Hukuni 

TELAH DlSETUJUl OLEH 

I 
Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,!VI.H. Tanggal ........................ 

........................ airandy, S.H.,iVI.H. ..... Tanggal 



PENYELESAIAN WANPRESTASI JAMINAN FlDUSlA PADA 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. MULTINDO AUTO FINANCE 

Dl KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 

Oleh : 

M. HAJlR SUSANTO 

Nomor Mahasiswa : 99 M 00 1 2 
BKU ': Huk~~m Bisnis 
Program Studi : llmu Hukum 

Telah dipertahar~kan di depan Dewan Penguji 
Pada tanggal 14 Agustus 2007 dan dinyatakan LULUS 

h Tim Penguji 

- 
S.H., M.H 

Hj. 

....................... Tanggal 

....................... Tanggal 

...................... Tang gal 

Tanggal .................. 

iii 



MOTTO 

Artinya : "Dal~ hendaklah kamu sekalian saling tolong menolong dalam berbuat 

kebaikan dun bertaqwa, dun janganlah kamu seka1ia.n tolong menolong dalam berbuat 

dosa dun krusakan; hertaqwalah kepada Alloh, kurena sesungguhnya adzab Alloh 

sungguh amat berat (bagi orang yang melanggur perintah Nya) ". 
*:* 

Ilrtkrmt yatlg baik adalalt It uklrnt yang dapnt menzberikarz keadifan bagi siapa saja, 

tlukunt yung baik atlakrlt ltukum yurtg rrturrlpu rrterrtbuwu kerrtusfultutatt utrrut 
.. . . 

manusia, 

Hukum yartg baik akart mettjadi rrtsak karetta aparat yertegak lzukumttya, 

Hukum yang baik akan menjadi baik karena aparatpenegak hukumqya, , 

Aparat penegak ltukum yang baik akan mempengaruhi hukum yang tidak baik 

menjadi baik. 
\ 
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ABSTRAK 

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menuntut masyarakat untuk dapat 
memenuhi kebutuhanya dengan mudah dan tidak selalu tergantung pada keadaan 
ekonomi yang tidak selalu menguntungkan, guna mewujudkan kebutuhan dari 
kosumen inilah maka lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan untuk 
memperoleh kebutuhannya dengan konsep pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia, namun pembiayaan konsumcn dcngail jaminan fidusia tidak selanlanya mulus 
sehingga sangat mungkin tcrjadi wan prcstasi dari pihak konsumcn oleh sebab itu 
perlu ada penyelesaian yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam ha1 ini. 
berkaitan dengan ha1 tersebut maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut, Bagaimanakah bentuk hubungan hukum para pihak 
dalam pcrjanjian pcn~biayaan konsumc~~ dcngan jaminan fidusia dan bagaimana 
penyelesaian wan prestasi jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan PT. Multindo 
Auto Finance di Kabupaten Sleman. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 
hubungan hukum para pihak dalam pe rjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan 
fidusia dan bagainlana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada perusahaan 
pembiayaan P'T. Multindo Auto Financc di Kabupatcn Slcrllan Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dalam kajiannya 
menggunakan sumber data skunder yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum 
yaitu, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang 
berkaitan dcrlga~l matcri penclitian diantaranya U U  No~uor 42 'l'ahun 1999 Tcntang 
Undang-undang Jaminan Fidusia, Kepres Nomol- 61 Tahun 1988 'Tentang Leinbaga 
Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448IKMK.0 17?2000 Tentang 
Perusahaan Pembiayaan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan telhadap bahan hukum primer yang terdiri dari hasil 
penelitian, buku-buku dan artikel2 yang didapat dari media baik cetak maupun 
elektronik. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum skunder misalnya kamus-kamus baik kamus 
hukum, kamus bahasa Indonesa dan Bahasa Inggris. 

Berdasarkan permasalahan yang dikelnukakan dan setelah dilakukan 
penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, 
dalam ha1 debitur wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh pihak ketiga, 
maka PT. Multindo Auto Finance mengirim petugas dari bagian penagihan untuk 
mengambil kendaraan dan berhak untuk nlemasuki ruangan, tempat tinggal atau 
kantor atau tempat lain dimana kendaraan tersebut berada. Hak yang dimiliki oleh 
PT. Multindo Auto Finance tersebut dapat dilihat pada surat kuasa yang 
ditandatangani leh dcbitur yang berisi pembcrian kuasa kepada PT. Multindo Auto 
Finance untuk mengainbil, menyimpan, menjual dar menerima hasil penjualan 



barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang debitur pada waktu menutup 
perjanjian 

Perkembangan usaha pembiayaan konsumen yang semakin pesat di 
masyarakat maka perlu adanya peraturan yang !ebih. tegas guna memberikan- 
perlindungan terhadap pcngguna jasa. Disisi lain guns rnencegah kerugia yang besar 
sebagai akibat ulah konsunien yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT. Multindo 
Auto Finance lebili sclcktif dalam n~cncbtukan cglon konsunien yang akan diberi 
dana pembiayaan agar permasalahan wan prestasi dapat ditekan seminimal mungkin, ' 

sehingga tidakmer~~gikan usaha dari lcmbaga pcmbiayaan konsumen. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pe~nbangunan 

dibidang ekonomi sehingga pembangunan nasional diarahkan untuk 

tewujudnya perekonomian yang mandiri, handal serta berasaskan demokrasi 

ekonomi ini diwujudkan dengan pertumbuha6 dan perkembangan perusahaan 

yang menghasilkan bermacam ragam produk kebuti~hsn hidup sehari-hari dan 

dipasarkan secara terbuka, baik di pasar-pasar tradisional maupiln melalui 

iklan dimedia massa. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk ikut memiliki 

dan menikmati produk yang dibutuhkan. Tctapi di sisi lain sebagian besar 

masyaraakat belum mampu membeli produk yang dibutuhkan secara tunai 

karena mereka masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pada jaman dahulu orang-orang yang mempunyai kelebihan dana 

akan meminjamkan dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana, tetapi 

dengan syarat disertai bunga yang tinggi, mereka kemudian dikenal dengan 
. .  . 

Rentenir. Karena bunga yang dipu.ngut oleh rentenir sangat tinggi maka 

masyarakat yang ingin meringankan beban hidupnya dengan meminjam uang 

tersebut menjadi semakin terbebani, apalagi kalau usaha meminjam tidak 

berhasil. Seiring dengan perkembangan pinjaman oleh rentenir itu terdapat 

berbagai institusi yang melakukan kcgiatan pendanaan secara lebih 

terorganisasi yang kemudian dikenal dengan nama bank. 



Bank adalah salah satu institusi yang melakukan kegiatan pendanaan 

secara lebih terorganisir. Perbankan tersebut temyata tidak cukup ampuh 

untuk menanggulangi berbagai keperluan dana d a l m  masyarakat. Satu dan 

lain ha1 mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank 

tersebut. Keterbatasan sumber dana dan keharusan rnemberlakukan prinsip 

. bernuansa "Konservatif ' prudent bankking yang sanga t heaving regulated ". ' 
Berdasarkan q a d a  masalah tersebut di atas maka dicari bentuk 

\ lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank 

mcskipun dengan tingkat bunga dan risiko yang lebih tinggi. Dalam ha1 

pendanaan atau pembiayaan selain melalui sistem perbankan dan lembaga 

keuangan non bank dikenal pula pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan 

sebagaimana yang diatur dalam Keppres Ni, 61 Tahun 1988 tentang lembaga 

pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia N; 125 lfl(MK.013:1988 tentang Tatacara 

dan pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia nolnor 6 1 tahun 1988 menyebutkan bahwa perusahaan 

pembiayaan adalah Badan Usaha diluar Bank dan len~baga keuangn non bank 

yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang 

usaha lembaga pembiayaan.2 

Adanya lembaga pembiayaan konsulnen telah membantu 

masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dalam 

') Munir Fuady, Hukum tentang Pembiapan dalam Teori dun Praklek, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm 2 .  

') Keppres Ri. No. 61 Tahun 1988. 



membeli alat transportasi. Masyarakat cender~ing untuk memanfaatkan 

lembaga ini karena persyaratannya cukup sederliana dan prosesnya cepat. 

Istilah pembiayaan konsumen merupakan terjemahan dari consunter 

$nonce. Pengertian pembiayaan konsumen sebenakya secara substantif sama 

saja dengan kredit konsumsi yaitu Kredit yang diberikan kepada konsumen- 

konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi clan jasa pinjaman yang 

digunakan untuk tujuan produktif atau-dagang. Kredit yang demikian itu dapat 

mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari 

itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat buiiga yang lebih tinggi.' 

Lembaga pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak 

masyarakat tidak diragukan lagi sebab biasanya para konsumen akan sulit 

mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Di 

harapkan bisnis pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang disamping 

pranata hukum yang lain yang mcmpunyai sasaran bidik yang salna, scpcrli 

kredit konsumsi oleh bank, kredit dari perum pegadaian, koperasi atau 

bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yarig marak dilakukan oleh 

para penjual barang itu sendiri." 

Perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia 

disamping karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat juga tidak lepas dari 
... . 

alasan-alasan masih kurangnya surriber pembiayaan yang mampu mengatasi 

" Munir Fuady , op cif., hlm 162. 

4' Ibid 



.kebutuhan konsumen berpenghasilan rendah5. Biantara szlasannya adalah 

keterbatasan sumber daya formal yang mampu mengatasi kebutuhan kredit 

masyarakat lapisan bawah yang berpenghasilan rendah meipakan pendorong 

berkembangnya gerusahaan pembiayaan konsumen dengan sistem pembiayaan 

yang fleksibel. ,Tidak Inemerlukan penyerahan barang jaminan menyesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan konsumen, jumlah pembayaran setiap angsuran 

relative kecil, terasa sangat meringankan konsumen melalui sistem pembiayaan 

konsumen, mayarakat lapisan bawah berpenghasilan - - rendah dapat memenuhi 

kebutuhan layak yang sesuai dengan . . .  tingkat kemampuannya. 

Perjaniian . . pembiayaan konsumen lahir melalui beberapa tahapan-yaitu - .  

tahap pra kontra!ctual, dan tahapan kontraktual, antara tahapan pra kontraktual 

sampai k~ntraktua~l terdapat banyak ha1 . yang - harus dilalui agar - - permohonan 

pembiayaan dapat diterima. 

Tahap - ,,om - kontraktual konsumen yang . . .  ingin membeli barang dengan 

pembiayan dari .pxusahaan pembiayaan mengisi formulir permohonan kredit 

. . yang . telah dipersiapkan oleh perusahaan. Setelah pemohon melengkapi seluruh 
\ 

dokumen, perusahaan akan mempertimbangkan dengan mengevaluasi 

kelayakan pemberian pinjaman - .  pembiayaan kepada calon konsumen dengan 

mengirim tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen. Surveyor akan 

menilai kelayakan konsumen dengan menggunakan - - prinsip thefive c's of 

5) Abdulkadir h~luhamad dan Reida Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan 
dan embiay,m, Fi' Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him 250. 



credit analysis . ,yang . terdiri dari Character, Chapacity, Capital Collateral, 

Pembiayaan konsumen ada tiga . ,pihak - yang . . terlibat dalam suatu 

transaksi, yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Para 

.pihak mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dalam 

suatu transaksi pembiayaan konsumen7 

1. Hubungan . .pihak - kreditur dengan konsurnen 

Hubwigan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan 

kontraktual dalam ha1 ini kontrak .pembiayaan konsurnen dimana pihak 

pemberi bislya sebagai kreditur dan pihak penerirna biaya (konsumen) 

sebagai . ,pihak - debitor. Pihak ,pemberi biaya berkewqjiban untuk memberi 

sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak 

,penerima biaya (konsumen) berkewajiban untuk membayar kembali uang 

tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. 

Hubungan kontraktual antara pihak ,penyedia - .  dana dengan - .pihak - 

konsumen adaPah sejenis pe rjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan 

tentang pejanjian kredit.. dalam KUH Perdata berlaku. ~emehara  

. . 

ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan per~ankan secara " ; ' .  ' 

,yuridis fuirnal tidak berlaku berhubung . ,pihak - .pemberi biaya bukan .pihak 

bank, sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. 

2. Habungan . - pihak konsumen dengan supplier - -. 

- 
6 ) ~ u n i r  F~lady, op cit, him 1 68. 
7)~bdulkadir Muhammad dan Reida Murniati. op. cit, hlrn 165. 



Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat 

suatu hubungan jual beli dalam ha1 . . . . . .. ini jual beli bersyarat, dimana pihak 

supplier selaku penjual, menjual barang kepada pihak konsumen selaku 

p6l lLZ;  dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihab ketiga yaitu 

pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena 

alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya 

maka jual beli -antara supplier dengan .pihak kons:lmen sebagai pembeli 

\ akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan 

perjanjian jual beli, maka seluruh, ketentuan tentang jual beli yang masih ' 

relevan berlaku diantaranya : kewajiban menanggung dari pihak penjual 

setelah pe janjian jaul beli tentang garansi. 

3. Hubungan penyedia dana dengan supplier 

' Hubungan antara pihak penyedia dana dan pihak supplier 

(penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, 

kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu 

syarat untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli 

antara pihak supplier dengan pihak konsumen. O!eh karena itu jika pihak 

penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan' dananya, sementara 

kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan Itonsumen telah selesai 

dilakukan, jual beli bersyarat a&+a pihak supplier dengan konsumen akan 

batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana 

karena wan prestasi. 



Besarnya biaya diberikan dalam pembiayaan konsumen relatif kecil 

karena barang-barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan 

konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya : Televisi, Almari es, mobil, . 

motor dan lain sebagainya. Walaupun biaya yang diberikan Itu relatif kecil 

tidak bcrarti kalau pcrusahaan pcmbiaynan konsuiitcn tidak puliya rcsiko 

sama sekali, oleh karena it11 seperti lclnbaga pcmbe:.i kredit lainliya dalaln 

pemberian kredit kepada ka~isumen, pembiayaan konsumen meminta jaminan 

\ atas dana yang dipinjamkan, jaminan dalam pembiayaan konsumen ini adalah 

jaminan fidusia. 

Fidusia sebagaimana halnya dengan jaminan-jaminan kebendaan 

lainnya merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian 

pokok yang dalam ha1 ini perjan-jian pembiaya;in konsumen. Sehingga 

dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang didansli tersebut 

dalam ha1 ini BPKB (Bukti -.Kepemilikan Kendaraan Bermotor) akan 

dipegang oleh perusahaan pembiayaan hingga angsuran lunas. 

Jaminan Fidusia dari aspek ekonolni sarlgat mengi~ntungkan bagi 

para pihak dalam perjanjian. Bagi pihak pemberi jaminan fidusia 

menguntungkan karena barang jaminan tetap dapat dikuasai oleh pelnberi 

jaminan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagi penerima 

jaminan juga menguntungkal~ karelia fidusia tidak mensyaratkan 

berpindahnya barang jaminan dalam kekuasaan penc:rima fidusia sehingga 

penerima fidusia tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan 

barang jaminan. 



Disamping adanya segi positif, lembaga jzminan fidusia juga 

memiliki kelemahan yang selaina ini timbul akibat tidak adanya sistem 

publikasi dalam fidusia. Mengingat bahwa pada umumnya fidusia ini adalah 

jaminan atas barang bergerak, maka masyarakat umum tidak mengetahui 

apakah barang yang bersangkutan dibebani jaminan a k u  tidak. "Bezit adalah 

suatu keadaan Iahir dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah 

kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak 

\ mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa"." 

Berdasarkan Bezit inilah masyarakat umum beranggapan "Barang siapa yang 

menguasai barang bergerak dialah pemilik barang tersebut" padahal 

kepemilikan barang tcrscb~~t  sudah dijaminkst~ oleh debitor secara 

kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan. 

Penyerahan jaminan fidusia hanya diketahui oleh dua pihak saja 

yaitu debitor dan kreditur, pihak ketiga atau masyarakat tidak mengetahuinya. 

Kondisi tersebut diatas bisa dimanfaatkan oleh debitor yang beritikat tidak 

baik untuk melakukan dengan mudah menyalahgunaan wewenang yaitu 

melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan tersebut dengan pihak 

ketiga. 

Apabila konsumen menjual barang jaminan itu kepada pihak ketiga 

dan tiba-tiba dari perusahaan pembiayaan konsumerr datang kepada pihak 

ketiga untuk mengamil barang yang telah dikuasairiya dengan membawa 

') Subekti, Pokok-Pokok Hrrkum Perdara, Iy1'. Inter Masa, Jakarta, 2003, hlm 63.  ' 



dokumen-dokumen kendaraan dimanapun dan di tempat siapapun - - kendaraan 

berada, maka dalatxl ha1 ini pihak ketiga yang akan dirugikan. 

Apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan barang yang dikuasainya, 

maka perusahaa~~ pembiayaan korlsumen yang akan dirugikan karena hutang 

konsumen belum lunas, di lain pihak konsumen karena terdesak oleh berbagai ha1 

untuk segera melunasi hutang usahanya sedangkan kekayaan yang bisa dijual 

hanya kendaraan yang masih menjadi jaminan hutang, maka ti& ada jalan lain 

dan tanpa memikkkan akibat bagi pihak ketiga dan perusahaan pembiayaan, 

me$ ual kendaraa a tersebut. 

Apabila semua pihak (pemberi fidusia, penerirna fidusia clan pihak ketiga, 

pembeli kendaraan bermotor) sating mempertahankan pendirian dan kedudukan 

masing-masing terhadap perbuatan hukum maka akan terjadi perselisihan diantara 

mereka. 

Kasus ymg terjadi pada..:PT. Multindo Auto Finance adalah apabila 

debitor telah menutup semua - . .  perjanjian dengan . penandatzingan, - .penyerahan, uang 

muka clan telah diterimanya penyerahan kendaraan dari dealer yang ditunjuk oleh 

\ 
FT. Multindo Auto Finance maka sqjak bulan berikutnya debitor mulai membayar 

angsurannya kepahlpt .PT. Multindo Auto Finance. 

Dalam ,pembayaran angsuran debitor yang , . .  mengalami keterlambatan 

pembayaran angsuran kurang dari 5 hari sejak tanggal jatuh tempo belum dikenai 

denda keterlambatan. Setelah mencapai 8 hari sejak keterlambatan baru dikenai 

denda oleh FT. Multindo Auto Finance yang besarnya 21000 ( dua permil) setiap 

harinya clan kalau sampai 14 hari sejak tanggal. . .  . jatuh tempo 



belum membayar maka merupakan angsuran yang wajib di tagih, atas tagihan 

dari petugas bagian penagihan itu akan dikenakan biayn penagihan. 

Apabila keterlambatan itu telah diberitahukan oleh PT. Multindo 

Auto finance kepada debitor sccara baik-baik tetapi tidak pernah diperhatikan 

dan keterlambatannya itu telah mencapai jangka waktu 5 bulan maka 

PT.Multindo Auto Finance melalui petugas bagian penagihan mendatangi 

debitor untuk melakukan negosiasi yang terakhir kali. Dalam negosiasi PT. 

\ Multindo Auto Finance memberikan alternatif apakah debitor tetap menguasai 

kendaraan dengan konsekuensi membayar semua tagihan atau kendaraan 

jaminan yang ada pada debitor itu ditarik untuk melunasi seluruh hutangnya. 

Saat terjadi negosiasi petugas menanyakan keberadaan kendaraan jaminan 

kepada debitor dan baru diketahui oleh pihak P7'. Multindo Auto Finance. 

Kalau kendaraannya telah dikuasai oleh pihak ketiga. Dengant dikuasainya 

jaminan oleh pihak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance menganggap 

bahwa debitor telah memilih kendaraan jaminan ditarik dari kekuasaannya 
. .- 

untuk melunasi seluruh hutangnya. 

B. Rumusan Masalab 

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jaminan fidusia? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada perusahaan 

pembiayaan PT. Multindo Finance di Kabupaten Sleman Yogyakarta? 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pcrjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jam-inan fidusia 

2. Penyelesaian wanprestasi jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan 
... . 

PT. Mullindo Auto Finance di Kabupalen Sletnan Yogyakarla. 

D. Telaah Pustaka 
\ 

Dalam sistematika KUI-1 perdata dikenal dua rnacatn lembaga 

jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminar~ perorangan. Jaminan 

kebendaan diatur dalam buku I1 KUH perdata bab XX tentang Gadai dan bab 

XXI tentang Hipotik dan jaminan perorangan diatur dalam Buku I11 KUH 

perdata bab XVII tentang penanggungan hutang untuk gadai dan Hipotek. 

Dalam berkembangannya timbul lembaga jaminan baru yaitu Fidusia dan Hak 

Tanggungan, untuk jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 

tahun 1999 dan untuk jaminan Hak ~ a n g ~ u n ~ a n  diatur dalam undang-undang 

No. 4 tahun 1996. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut Pasal 1131 KUH perdata 

menyebutkan Segala kebendaan si berutang baik jang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 

Uraian pasal 11 31 tersebut berarti bahwa semua harta kekayaan si 

berhutang dijadikan jaminan badi semua kewajibannya yaitu selnua 

hutangnya. Harta kekayaan si berhutyang itu meliputi : 



a. benda bergerak dan benda yang Lidak bergerak 

b. benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuai 

c. benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dihuat 

Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam diri debitor terdapat unsur 

schuld dan haftung. SchuId (hutang) artinya kewajiban untuk menjamin 

bahwa prestasi sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa prestasi yang 

diperjanjikan benar~benar dapat diwujudkan dalam kenyataan. Sedang 

' haftung berarti jaminan bahwa hutangnya akan dapat dibayar oleh si 

berhutang. 

Menurut pasal 1132 KUH perdata yang berbunyi "Kebendaan 

tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut ke~eimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. 

Kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasa;?-alasan yang sah untuk 

didahulukan". 

Pasal 1132 ini berlaku apabila krediturnyz terdiri dari beberapa 

prang atau lebih dari satu. Adanya pasal 1131 dan 1132 KUH perdata ini 

merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang .bersIfat umum atau 

jaminan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang nienjadi jaminan adalah 

semua harta benda debitor. 

Selain jarninan yang bersifat umum ada jaminan yang bersifat 

khusus yang adanya hams diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. 



Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat 

perorangan dan bersifat kebendaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

jaminan adalah sesuatu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi 

kreditur bahwa piutangnya pada jangka waktu terten tu akan di lunasi oleh 

debitor. ' 

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk .c 

' menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang 
... .. . 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan? Tujuan adanya 

jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa 

piutangnya akan dikembalikan olch dcbitor. Ixmbaga jaminan mcmpunyai 

tugas melancarkan dan mengamankan. pemberian kredit, maka diperlukan 

jaminan yang baik. 

Ada tiga unsur yang harus ada pada jaminan yang baik yaitu:'O 

a. Dapat secara mudah membantu peroleh kredit bagi pihak yang 

memerlukan. 

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan 

(meneruskan) usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu dapat mudah di 

uangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit. 

') Hartono dan Hadisoeprapto, Pokok-pokok '~uklrnl  Perikaran dan Hlrkum Jaminart, I'T. 
Liberty, Yogyakarta, hlm 50. 

' O  Subekti, Jaminan-jaminan unfuk Pemberian Kredif rnenlrnrt hi ,hm indonesia, PT. Alumni, 
Bandung, 1986, hlm 79. 



Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang selalu berkaitan 

dengan perjanjian pokok yang biasanya merupakan perjanjian kredit. 

Perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir 

atau sebagai perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pdkok. Oleh karena . 

itu adanya .dan hapusnya perjanjian jaminan tergar.tung pada perjanjian 

pokok. 

Dengan adanya kedudukan accesoir tersebut n~aka &bat hukurnnya 

\ 
adalah perjanjian jaminan mempunai ciri-ciri:" 

a. Lahirnya tergantung adanya perjanjian pokok 

b. Berakhirnya tergantung perjanjian pokok 

c. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian acczsoirnya ikut batal 

d. Perjanj ian accesoir peralihannya mengikuti perjanj ian pokoknya. 

Bentuk perjanjian krcdit ada yang harus dcngan aktc outentik ada pula 

yang cukup dengan akta di bawah tangan, tergantung kesepakatan p r a  pihak 

sebagai contoh untuk jaminan gadai, penjaminan atas barang jaminan bisa 

luwes, maksudnya bahwa perjanjian jaminannya dapat dibuat dengan cara 

tertulis dengan akta autentik ataupun akta dibawah kngsn. 

Berbeda dengan jaminan fidusia dimana penjaminan atas barang harus 

dengan akta notariil dan untuk jaminan hipotek hams disahkan oleh sah 

bandar. Oleh karena perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian pokoknya 

maka ada yang digabungkan dengan perjanjian pokok dengan alasan efisiensi 

11 Sri Soedewi Mastjhoen Sohan, Hukum Jaminan di Indorresia, Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dun Jaminan Perorangan, Cetakan IV, PT. Liberty, Yogyak;uta, 2001, hlm 37. 



tenaga, waktu dan biaya dan ada pula yang dibuat secara khusus dengan akta 

notarii l terpisah dengan perjanj ian pokoknya. 

Fidusia atau lengkapnya Ficiusiarre Eigendon~s Overdract dalam 

istilah Indonesia lebih dikenal dengan jarninan Hak iMilik secara kepercayaan, 

Fidusia ini merupakan salah satu bentuk jaminan un::uk benda bergerak selain 

gadai, tetapi tanpa penyerahan nyata dari benda jaminan. 
. , .  

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Hubungan 

\ antara debitor dan kreditur merupakan suatu hubunga.n hukum berdasarkan 

kepercayaan yaitu bahwa kreditur percaya kalau debitor tidak akan 

menyalah-gunakan barang jaminan yang ada dalam kelcuasaannya, sebaliknya 

debitor percaya bahwa kredi tur akan mengembalika,i hak miliknya kalau 

hutangnya sudah lunas. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman istilah fidusiarre berarti Secara 

kepercayaan yang diberikan timbal . balik . oleh suatu pihak kepada pihak yang 

lain, Lallvlla apa yang keluar nampakkan sebagai pemindahan hak milik. 

Sebenarnya (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.12 

Dari definisi diatas dapat d,isihpulkan bahwa dalam jaminan fidusia 

itu tidak menimbulkan pengalihan hak atas benda yang dijadikan jaminan 

tetapi hanya menimbulkan hak jamiman saja. 

Menurut U U  No. 42 tahun 1,999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 

1 huruf (a) yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

12) Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredif Bank, PT. Alumni, Bandung, 1991, hlln 76. 



kepemili kannya diali hkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda. 

Sedangkan dalam pasal I huruf b memberikan definisi tentang jaminan 

fidusia, yaitu : 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak balK y a n ~  
berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagai mana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 (BN. No. 5847 
hal. 18-38) tentang hak tanggungan yang tetap berada pada 
pengusaan-pemberi fidusia, sebagai agunan .b;-tgi pelunasan kepada 
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 

\ Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam jaminan fidusia 

itu terdapat unsur-unsur : 

a) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak 

I,) Ilcnclu jrllnini111 lctr~p ntla p:ltll~ I I C I I I ~ I C ~ - i  Iit111sif1 

c) Benda tersebut digunakan sebagai jaminanlagunar! bagi pelunasan uang 

tertentu. , 

d) Merupakan jaminan khusus. . . .. 

Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah suatu 

perjanjian memberikan pinjaman uang yaitu kreditur mencantumkan dalam 

perjanjian bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai 

jaminan pelunasan utang, sehingga perikatan yang menimbulkan fidusia 

mempunyai karakteristik sebagai berikut:" 

1. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia adalah hubungan 

perikatan berdsarkan dimana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan 

") @y Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perihtan, cetakan ke 11, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 32-33. 



barang jaminan (secara constiti~tum possessoriurns) dari debitor yang 

berkewajiban memenuhi. 

2. Isi perikatan adalah untuk memberi sesuatu, karena debitor menyerahkan 

sesuatu barang (secara constitutu~n possesorium) kepada kreditur. 

3. Perikatan itu mengikuti suatu peribatan lain yang telah ada, yaitu perikatan 

utang piutangan antara kreditur dan debitor. Perikatarl antara pemberi dan 

penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya 

' accesoir, sedangkan perikatan pokoknya ialah utang pbutang. 

4. Periaktan fidusia dengan demikian merupakan perilcatan dengan syarat 

batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus. 

5. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia scbagai 

jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah 

perjanjian. , 

6. Perjanjian ku merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH perdata, 

oleh karena itu ia disebut juga perjanjian inno minat atau on be noemde 

overeen komst. 

7. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang 

perikatan yang terdapat dalam bab I - IV Buku I11 KUH perdata. 

Ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia : 

I .  Bahwa secara riil pemegang fidilsia hanya berfurigsi sebagai pemegang 

jaminan saja, bukan sebagai pem i lik yang sebenamya. 

2. Hak pemegang fidilsia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika 

ada wan-prestasi dari pihak debitor. 



3. Apabila hutang sudah lunas, maka obyek jaminan fidusia melabihi jumlah 

hutannya, rnaka sisa hasil penjualan harus dike~nbalikan kepada pemberi 

fidusia. 

4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah Iiutangnya, 

maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.I4 

Selain itu agar sahnya peralihan hak tentang jaminan fidusia 
... . 

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

' I. Terdapat perjanjian yang bersifat Zakelij k 

2. Adanya titel untuk suatu peralihan hak 

3. Adanya kewenangan untuk m'enguasai benda dari orang yang 

menyerahkan benda. 

4. Cara tertentu untuk penyerahan yakni dengan cara constitutum 

possesoriym bagi benda bergerak yang benvujud a t a  dengm cara cessie 

untuk hutang piutang.'5 

Apabila ditelaah lebih mendalam timbulnya jaminan fidusia ini 

karena ketentuan-ketentuan Undang-undang yang inengatur tentang gadai 

banyak mengalami kekurangan dan tidak mengikuti perkembangan. Adanya 

pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata itu merupakan suatu pembatasan untuk 

gadai atas barang-barang bergerak yang masih harus dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kas,ena keadaan seperti itu fidusia pada 

14) Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 4. 
I5 Sri Soedewi Majchun Sofwan, Beberapa . masalah pelaksnnaan lembaga jaminm 

khususnya Fidusia di dalam Praktek dun Perkernbangannya, FH.UGM, Yogyakarta, 1977, hlm 
27. 



mulanya dianggap sebagai gadai yang terselebung (gelap) karena tidak diakui 

oleh pemerintah. 

Wanprestasi bcrasal dari baliasa Bclanda yang bcrarti prestasi 

buruk. Wanprestasi terjadi apabila si berhutang (debitor) tidak melakukan 

apa yang dijanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkat janji atau ia melanggar 

perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat 
.. - 

berupa empat macam:I6 . .. 

\ a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

b. Melaksanakan ' apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanj ikan. 

c. Mclnkukan aprl yang di.jacj ikonnya tclapi tcr;ainbill. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tid:lk boleh dilakukannya. 

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus 

dinyatakan dahulu secara resmi dengan jalan memperingatkan si berhutang 

bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka 

waktu pendek. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang 

debitor agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu clapat dilakukan lalai ini 

diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum pertdata yang 

berbunyi "Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau 

dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya 

sendiri menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan". 

16' Sukbckti, Jfihdm Perjanjian, cclakan VI, PI'. Intcrmasa, Jakarta, 1979, hlm 45. 



Dengan melihat isi pasal tersebut di atas maka peringatan itu 

harus ditulis ole11 karena itu Ilakin~ tidak akan menganggap sualu 

peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika 

sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai misillnya dalam perjanjian 

untuk membikin pakaian mempelai tetapi pada hgri perkawinan pakaian 

itu belum jadi atau belum selesai. Dalam hal.ini meskipun prestasi itu 

\ 
dilakukan oleh si berhutang tetapi karena tidak memenuhi perjanjian maka 

prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu 

kelalaian, sehingga tidak diperlukan suatu sommatre atau peringatan. 

Hubungan atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitor yang 

lalai ada empat macam yaitu:'7 

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kretlitur atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi 

b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

c. Perrihal resiko 

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai di perkarakan di depan hakim 

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : 

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga 
yang nyata telah atau sedianya harm dapat diduga sewaktu 
perjanjian dilahirkan kecuali jika ha1 tidak dipenuhinya 
perjanjian itu disebabkan karena sesuaru tipu daya yang dilakukan 
olehnya. 

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencntukan sebagai 

berikut : 

" Subekti , Ibid 



3ahwa iika ha1 tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan 
karena tipildaya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, 
sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berhutang dan 
keuntungan yang terliitu~ig baginya, lianyalah terdiri atas apa yang 
merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian. 

Dengan melihat dua pasal kitab undang-undang perdata te~sebut 

di atas maka ganti rugi dibatasi hanya meliputi kenigian yang dapat diduga 

dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat 

diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat erat 

\ hubungannya satu sama lain sehingga apa yang tak dapat diduga juga 

bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitor. Dalam teori adaequat 

atau teori tentang sebab akibat suatu peristiwa dianggap sebagai akibat 

dari peristiwalain apabila peristiwa yang pertama secara langsung 

diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam 

masyarakat dapat diduga akan terjadi. '" 

Pembatalan yang dicantumkan dalam pa;al tersebut diatas bukan 

berarti batal demi hukum, tetapi pembatalannya hams dimintakan kepada 

hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal 

mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. 

Hakim akan lebih leluasa jika syarat batal tidak dinyatakan dala~ii 

perjanjian untuk memberikan kepada si tergugat memenuhi kewajibannya 

dengan memberikan jangka waktu sesuai dengan keadaan atas 

permintaannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan. 

''' Ibid 



Putusan Halrim .yang membatalkan perjanjian karena kelalaian atau 

wanprestasi debitor bukan putusan yang bersifat decIaratoir melainkan putusan 

yang bersifat con.~titut& sehingga puitusannya tidak berbunyi : menyatakan 

batalnya perjanjiar, antara penggugat dan tergugat melainkan berbunyi : 

membatalkan perjanjian. Selain dua sifat keputusan yang dimiliki oleh hakim 

tersebut diatas. Hakim juga mempunyai kekuasaan discretionair, artinya 

kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitor dibandingkan dengan 

beratnya akibat pembtiklan perjanjian yang mungkin menimpa si debitor. 
. ... 

Kalau hakim menimbang kelalaian debitor itu terlalu sepele, telalu kecil 

atau terlalu tidak berarti, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa 

kerugian yang ter'lalu besar bagi debitor maka germohonan untuk .pembatalan 

perjanjian akan ditolak. . . .. . . . 

Pasal 1460 ditafsirkan secara sempit ditunjukkan pada perkataan barang 

tertentu yaiig hams diartikan sebagai barang yang dipilih dan di tunjuk oleh 

pembeli dengan pengertian tidak boleh di tukar dengan barang lain. Selama 

barang belum dikirimkan (dalam ha1 diperjanjikan bahwa penyerahan akan - 

dilakukan di rumah pembeli), barang itu milik pembeli yang dititipkan p'ada 

penjual dan juga ber'lakunya asal 1460 di atasi lagi yaitu hanya dipakai jika yang 

terjadi itu adalah sliatu keadaan memaksa . yang . mutlak artinya barang yang dibeli 
. .  . 

tetapi belum dikirirn musnah sama sekali apabila keadaan memaksa hanya bersifat 

tidak mutlak, misaa1n;va ada larangan dari yang berwaj ib untuk mengekspor suatu 
. . .. - 



barang. Sedangkan barang yang dibeli terkena larangan tersebut sehingga 

tidak bisa dikirimkan kepada peinbali maka akan dirasakan sangat tidak 

adil apabila pcmbcli masih diwqjibkan mcmbayar harganya, padahal si 

penjual tetap memi l i  ki barang tet-sebut. 

Sanksi ke empat membayar biaya pzrkara apabila sampai 

diperkarakan di depan hakim. 

Pasal 1267 KUH perdata mengatakan 

Pihak yang merasa perjan-jian tidak dipenuhi boleh memilik 
apakah ia, jika ha1 itu masih dapat dilakukan akan memaksa 
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan 
menuntut pembatalan perjanjian itu discrtai penggantian biaya, 
rugai dan bunga. 

Debitor yang lalai pasti akan dikalahkaii kalau sampai terjadi 

suatu perkara didepan hakim, oleh karena itu pada pa.sal 181 ayat 1 H.I.R. 

mengatakan bahwa pi hak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya 

perkara. 

Seorang debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya 

kepadanya diberikan hukuman atas kelalaian ia dapat membela diri dengan 

mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari 

hukuman atau pembelaan tersebut ada tiga macam yaitu:" 

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. (over macht 

b. Mengajukan bahwa si berhutang (kreditur) sendiri juga lalai 

(exeptio non adimplet i contraktus) 

l9 lbid hlrn 55. 



c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk 

menuntut ganti rugi (pelepasan hak). 

Dengan mengajukan .':pembelaan ini (keadaan memaksa) 

overmacht atau force nzajeur debitor berusaha menunjukkan bahwa 

tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-ha1 

yang sama sekali tidak dapat diduga artinya peristiwa yang timbul 
... . 

diluar dugaan debitor, ada dua'pasal yaitu : Pasal 1244 dan Pasal 1245 

yang mengatur tentang ganti rugi yang berhubungan dengan keadaan 

memaksa adalah suatu alasan untuk dibetbaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi. 

Pasal 1244 KUH perdata yang berbunyi : 

Jika ada alasan i~ntuk itu, si berhutang harus dihukun: 
mengganti biaya rugi, bunga bila ia tidal: me~nbuktikan bahwa 
ha1 tidak dilaksanakan atau tidak pada v aktu yang tepat tidak 
dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu ha1 
yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan 
padanya, kesemuanya itupun jika itikat buruk tidak ada pada 
pihaknya. 

Pasal 1245 KUH perdata yang berbunyi : 

Tidaklah biaya rugi dan bunga hams digantinya apabila 
karenba keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak 
disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkanm atau karena hal-ha1 yang sama 
telah melakukan perbuatan yang terlarang. 

Dengan melihat atau membara pasal-pasal tersebut di atas 
. . 

dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian 

yang tidak dapat diduga, tidak disengaja dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada debitor. 



Exeptio nun adem pleti contractus adalah pembelaan debitor yang 

dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi. Debitor mengajukan 

didepan hakirn bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janji setiap 

perjanjian timbal balik kedua pihznk hams sarna-sama melakukan kewaj 

iban. 

Exepio non adem pleti contractus sebagai suatu pembelaan bagi si 

debitor me.mang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

jika pembelaan debitor yang dituduh lalai ternyata dapat membebaskan dari 

.pernbayaran ganti rugi dalam suatu persidangan di pengadilan maka dasar 

hukumnya adalah yurisprudensi yaitu hukum yang diciptakan oleh para 

hakim. 

Debltor yang dituduh lalai dari kewaj i ban dan hams menggantikan 

kerugian Jan.\: dituntut oleh kreditur dapat mengajukan pembelaan dan 

menolak pembatalan perjanjian dengan jalan pelepasan hak (Rechts 

Verwerkin.1 artinya kreditur telah melepaskan haknya untuk meuntut ganti 
. 

rugi. 

E. Metode Penelitiati 

I .  Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian 

.pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia; 

b. Bagaimana penyelesaian wanprestasi jaminan fidusia pada 

perusahaasl PT. Multindo Auto Finance di Kabugaten Sleman 



2. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka surnber data yang 

digunakan adalah sumber data skunder yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukurn yang mengikat antara lain Kitab 

Undang-undmg Hukum Perdata. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Undang-undang Jarninan Fidusia, Keppres No. 61 Tahun 1988 

tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan ;menteri Keuangan RI. No. 

448KMK.0 171 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukurn yang memberikanpenjelasan 

terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, bububuku, teks 

hukum artikel, makalah. 

c. Bahan h~rkum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun-pe. - - ijelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya kamus. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi kepustakaan (library Research) dengan cara pengurnpulan data yang 

ada hubungannya dengan penelitian melalui perpustakaan. 

4. Teknik Analisis Data. 

Data yang diproleh disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, yaitu menjelaskan sesuatu yang diperoleh dari teori untuk 

memecahkan rnasalah,yang tirnbul dalarn penelitian. 



BAB I1 

PERJANJIAN DAN JAMLNAN FIDUSIA PADA LMLMNYA 

A. Pcngcrtirhn clan Asns-nsrrs Pcjnnji;tn,., 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 13 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

memberikan definisi mengenai perjanjian .;eSagai berikut: "suatu 

perjanjian adalah suatu peibuatan dengan mam satu orang atau lebih 

\ mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". 

Perumusan pengertian perjanjian menurut pasal 13 13 KUH Perdata 

tersebut ternyata mendapatkan kritikan dari bcbxapa pakar huku~n yang 

menganggap perumusan tersebut mengandung bailyak kelemahan. 

Sri dedewi Maschjoen Sofivan membei-i tanggapan terhadap 

per"musan pasal 13 13 KUH Perdata sebagai berikut:'" 

Pasal 1313 mengatakan, apa yang disebut perjanjlan, akan terapi 
yang disebut itu kurang lengkap, lagi pula terlalu luas. Yang dikatakan itu 
hanya mengenai pe rjanjian sepihak saja dan yang termasuk kata perbuatan 
"hendeling") juga tindakan-tindakan seperti "zaakwaameming", 
"onrechtmatigedaad", dan sebagainya, yang itu menimbulkan perutangan 
karena undang-undang; kecuali jikalau kata tadi diartikan sebagai 
"perbuatan hu kum" (rechfshandelind sebal ik.nya pasal 13 1 3 itu j uga 
terlalu luas, karena mencakup pula pelangsungan perkawinan, ha1 
membuat janji-janji perkawinan (huwelijkvoorwaarden) dan perbuatan- 
perbuatan semacam atau dalam lapangan hukum keluarga, yang 
menimbulkan perjanjian juga namun istimewa sifatnya perjanjian- 
perjanjian itu dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga buku 
I1 B.W. tidak berlaku terhadapnya, setidak-tidakaya tidak berlaku secara 
langsung. 

20 Sri Soewandi Masjchoen Sofwan, Hukum.Perurangan Bagic?n B, Seksi Hukurn Perata 
FH UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 1. 



Menurut R Setiawan perurnusan pcrjanjian dalam pasal 1313 KUH 

perdata tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap 

karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena 

dengan dipergunakannya kata "perbuatan" terxkup pula penvakilan 

sukarela dan perbutan melawan hukum. Sehingga beliau berpendapat 

bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:2' 

1. Perbuatan ttarus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

\ yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

2. Menambah perkataan". . ..atau saling mengikat dirinya.. .."dalam pasal 

13 13 KUH Perdata. 

Sehingga menurutnya perumusannya menjadi "perjanjian adalah 

suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebili mengikatkan dirinya 

atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". 
. .  . 

Dengan mengingat beberapa kelemahan pada pengertian perjanjian 

yang diatur dalam pasal 1313 KUH perdata, kemudian banyak penulis 

dibidang hukum yang membantu memberikan pengertian perjanjian. 

"Perjajnian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seseorang lain atau dimana dua orang it11 saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu 

Abdul kadir Muhammad memberikan pengertisn perjanjian sebagai 

berikut: "Persetujuan dengan mana dua orarlg atau lebih saling 

'' R. Setiawan, Pokok-pokokperikatan, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm 49. 
22 R. Subekti, Hukum Perjanjian, op cit, hlm 1 .  



mengikatkan diri uneuk melaksanakn suatu ha1 dalam lapangan harta 

kekayaan".23 

Perjanjian menurut Sudikno adalah . . "hubungar hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untlrk menimbulkan akibat 

hukum". Sudikno tidak menggunakan konsep klasik tentang perjanjian 

dengan maksud satu perbuatan hukum yang bersisi dua, artinya'satu 

- perbuatan hukum yang dilakukan dengan penawaran dan satu perbuatan T L  

\ hukum yang lainnya yang dilakukan dengan penerimaan. Kalau ini yang 

dimaksud oleh konsep klasik maka Sudikno ada diia perbuatan hukum 

ynng mnsing-mnsing bcrisi satu, olch knrcna itt~ sudikiio lnemilik 
. ... 

pengertian pe rjanjian menggunakan konsep hubungan hukum bukan 

perbuatan h u k ~ m . ~ ~  

Pen grtian perjanjian terscbut tcrlihat bahwa ddam suatu pc~janjian 

terkandung beberapa unsur, yaitu:25 

1. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yan saling mengikatkan diri; 

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat 

3. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan; 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

23 Abdul Kadir Muharnad, Hukum Perdara Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2000, hlrn 125. 

24 Sudikno Mertokusurno, Mengenal Hukltm (Sua~u Pengan~ar), Liberty, Yogyakarta, 
2005, hlm 117. 
25 lbid 



2. Asas-asas Perjanjian 

Asas-asas huku~n adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif. Pcngcrtian asas hukum adalah sebagai 

berikut: 

Asas hukum atau perinsip hukum bukanlah pcraturan hukum konkrit 
melainkan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi 
pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut 
pada umumnya tidak tertuang didalam peraturan yang konkrit, akan 
tetapi hanyalah merupakan suatu ha1 yang menjiwai atau melatar 
belakangi pembentukanya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut 
adalah abstrak dan ~ m u m . ' ~  

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik 

yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan 

mengikatnya perjanjian, dan yang berhubunsan dengan pelaksanaan 

perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian terscbut adalah sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Asas Konsensualisme 

Konsensualisme berasal dari kata colisensus yang artinya 

sepakat. Asas konsensualis~ne berkenaan dengan saat lahirnya 
. .. 

perjanjian. Asas konsensualisme menganducg arti bahwa suatu 

r-...:?.njian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan 

antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, 

perjanjian itu sudah mengikat Sejak saat tercapainya kata sepakat 

mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan 

formalitas tertentu. 

26 Ibid, hlm 33. 
27 Mariarn Darus. B, KUH Perdata Buku 111, ~ u k u m  Perikatan dengan Penjelasan,Cetakan 

11, Alumni, Bandung, 1993, hlm 108. 



Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan 

pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu dari perkataan "yang dibuat 

secara sah". Perkataan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 

angka 1 KUH Perdata yang berbunyi "sepakat mereka yang 

mcngikat~an dirinya". ncrdasarkan pasal 1330 ayat (10 dan 

dihubungkan dengan pasal 1329 angka 1 E::UH perdata dapat 

disimpulkan bahwa bentuk perjanjian bukan mrupakan syarat untuk 

\ 
terjadinya ,perjanjian. Berarti perjanjian itu dapat tlibuat secara lisan 

dan dapat pula dituangkan dalam tulisan berupa akta jika dikehendaki 

sebagai alat bukti oleh para pihak. 

Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, perkataan 

sudah mengikat merupakan tuntutan kesusilaan sehingga apabila 

seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipegang 

perkataannya dan bagi hukum asas konsensualisme merupakan 

tuntutan kepastian hukum demi tegaknya keter-tiban dan keadilan 

dalam masyarakat.'" 
. .. 

Terhadap asas konsensualisme ada pengecualiannya, karena 

ada perjanjian tertentu yang ditentukan harus dibuat secara tertulis 

yang dikenal sebagai formil, misalnya: 

a. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta 

otentik; 

b. Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis; 

" Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan 111, Alumni, Bandung, 1979, hlm 5. 



c. Perjanjian kerja laut harus dengan akta. 

Pengecualian lainnya dapat dilihat dalam perjanjian yang baru 
. 

terjadi kalau barang yang merij'adi pokok perjanjian telah diserahkan 

perjanjian demikian dinamakan perjanj ian rii!, mi!;alnya: 

a. Perjanjian ~ t a n ~ - ~ i u t a n g ;  

b. Perjanjian pinjam-pakai; 

c. Perjanjian Penitipan barang. :- 

\ 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak berkenasn dengan isi perjanjian. 

Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan "semua perjanjian" dalam 

rumusan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan 

pengertian bahwa setiap orang lnerniliki kebebasan untuk membuat 

perjanjian. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kekebasan kepada 

para pihak dalam beberapa hal, seperti: 

a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak rrlengadakan perjanjian; 

b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mcngadakan 

perjanj ian; 

c. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; 

d. Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanj ian; 

e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu 

tunduk. 



Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak 

seperti yang diatur dalam pasa1.1.337 KUI-I Perdata yaitu tidak dilarang 

oleh undang-undang, tidak bertcntangan dengan kesusilaan dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum. 

Selain pembatasan dalam pasal 1337 KUH Perdata, asas 
... . 

kebebasan berkontrak dalam perkembangannya juga telah mengalami 

pembatasan-pembatasan oleh hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Adanya penggabungan usaha dalam berbagai badan usaha. 

Sehingga disini yang merupakan pelaku ekonomi ini yang. penting 

hukum lagi perorangan tetapi badan usaha tersebut. Badan usaha 

yang demikian akan mengakibatkan pembatasan terhadap 

kebebasan perorangan 

b. Penggunaan perjanjian standart di masyarakat yaitu perjanjian yang 

bentuk dan sinya sudah dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian yang secara ekonomis lebih kuat; 

c. Adanya campur tangan pemerintah ymg bertindak sebagai 

pelindung terhadap pihak yang secara ekonomis lebih lemah 

kedudukannya. Misalnya suku bunga bank ditentukan oleh 

pemerintah; 
. 

d. Adanya usaha-iisaha untuk membatasi perjanjian-perjan-iian yang 

tidak memenuhi rasa keadilan, yaitu perjanjian yang prestasi dan 

kontraprestasinya di dalamnya tidak seimbang. 



3. A .  -. Kekuatan Mengikatnya Perjanjian 

Asas kekuatan mcngikalnya pcrja~ijian bcrkcnaan dcngan 

akibat perjanjian. Asas kekuatan -mengikatnya perjanjian disebut juga 

asas pacta sun servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan 

pasall338 ayat (1) KUH perdata dan perkahan " berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa: 

a. Para pihak wajib mentaati isi perjanjiaii yang mereka buat 

sebagaimana mereka mentaati undang-undang. 

b. Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghcrmati perjanjian yang 

dibuat oleh ara pihak, dalam arti tidak. ikut campur, menambah, 

atau mengurangi isi perjanjian. 

Adanya keharusan untuk rlentaati isi perjanjian, maka 

perjanjian yang di buat tidak dapat ditarik kenibali secara sepihak 

seperti yang ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang 

berbunyi: "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alssan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". 

Adanya ketentuan di atas, maka asas ini menjamin adanya 

kepastian hukum bagi para pihak dnn jaminall kepastiari Iiukum ini 

dapat dipertahankan apabila para pihak dalam perjanjian itu 

kedudukannya seimbang dan sama-sama :akap irntuk melakukan 

perbuatan hukum. 



4. Asas ltikad Baik 

Asas itikad baik bcrkenaan decgan pelaksanaan suatu 

perjan-jian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (3) 

K U  1-1 I'erdata yang menyatakan bahwa "Suatu perja~!j ian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik". Perjanjian harus dilaksanakan itikad 

baik maksudnya bahwa dalam melaksa~iakan perjanjian harus 

memperhatikan dan mematuhi norma kepatutan, kebiasaan, dan- 

undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur 

dalam pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUI4 Perdata menyatakan 

bahwa " suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-ha1 yang 

dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu 

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oieh !iepatuhan, kebiasaan, 

atau undang-undang. 

Asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu * 

asas itikad baik dalam arti subyektif dan asas itikad baik dalam arti 

obyektif. Asas itikad baik dalam arti subyektif berkenaan dengan 

kejujuran yang ada pada seseorang atau pihak-pihak pada saat 

diadakannya perjanjian. Sedangkan itikad taik dalam arti obyektif 

berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang diadakan oleh 

para pihak. 

5. .I'.,,s Kepribadian 

Disamping keempat asas tersebut di atas yang merupakan asas 
... . 

pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. 



Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan 

pihak-pihak mana yang terkait dala~n suatu pe janj ian. 

- Asas kepribadian diatur dalam pasal 13 15 KUH Perdata junto 

pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 13 15 KUH perdata menentukan 

bahwa: "pada umumnya tidak seorang purl dapat mengikatkan diri atas 

nalna sendiri atau meininta ditctapknnnya suatu jnnji dari pada untuk 

dirinya sendirin.Pasal ini memberikan pedomail terhadap siapa saja 

banwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak 

sendiri. 
. .  . 

Ketentuan Pasal 13 1 5 .KUH Perdata tersebut diatas dipertegas 

dengan pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 

"suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya". Disini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu 

seorang tidak dapat meletakan kewaj iban-kewaj iban kepzda pihak 

ketiga tanpa persetujuannya. Kemudian Pa:;al 1340 ayat (2) KUH 

Perdata mengatakan bahwa: "suatu perjanjian tidak dapat membawa 

rugi kepada pihak-pihak ketiga; dan tak dapat pihak-pihak ketiga 

mendapat manfaat karenanya, selain dalam ha1 yang diatur dalam pasal 

1317". 

Dengan demikian terhadap asas Icepribadian ini ada 

pengecualiannya, yaitu yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata 

tentang janji untuk pihak ketiga. Dengan demiltian perjanjian hanya 

mengikat para pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat 



membawa keuntungan maupun kerugian bagi pihak ketiga kecuali janji 

untuk kepentingan pihak ketiga. 

Sclanjutnya pasal 13 18 KUI 1 I'crdata ineluaskan pihak-pihak 

yang terkait perjanjian yang meliputi pula park ahli waris pihak-pihak 

yang mengadakan perjanj ian. Pasal 13 18 KUH Perdata menyatakan, 

bahwa: 'tjika seorang minta diperjanjikan ses:la;r~ hal, maka dianggap 

bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang yang 

memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan 

atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjixnnya bahwa tidak 

demikianlah maksudnya". 

Pasal 13 18 KUH Perdata di atas selain lnenyebutkan para ahli 

waris, juga menyebutkan orang-orang yang rnemperoleh hak dan para 

pihak yang mengadakan perjanjiar!. Pihak-pihak dalam pasal tersebut 

dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: 

a. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak umum yaitu 

mereka yang memperoleh hak dan seseoranl; secara tidak terperinci 

(tidak disebutkan satu-persatu) misalnya para ahli waris dan 

seorang yang meninggal suami atau istri, teihadap harta kekayaan 

istri atau suaminya. 

b. Orang-orang yang memperoleh hak dengan alas hak khusus yaitu 

mereka yang memperoleh hak dan orang lain secara khusus 

(tnengenal barang tertentu) misalnya sipenukar barang, sipenerima 

hibah, dan lain-lain. 



Dengan demikian, segala hak dan kewa-jiban yang timbul dari 

suatu perjanjian diwarisi oleh para ahli waris para pihak yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan mereka yang memperoleh hak 

secara khusus hanya memperoleli hak-hak saja tetapi kewajibannya 

tidak berpindah. 

Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperan 

oleh ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tidak akan 

terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulkan dari 

sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini 

karena memang ada beberapa perjanjian yang bersifat sangat peribadi . 

sehingga perjanj ian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau 

berakhir apabila pihak peribadi yang diperlukan untuk melaksanaknan 

perjanjian tersebut meninggal dunia., misalnya perjanjian dengan 

seorang pelukis untuk membuat lukisan harus dianggap gugur apabila 

. . ;;,:,:;is itu meninggal. 

B. Syarat-syarat Sahnya Pcrjanjian 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikaraken sah dan mcngikat 

apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian 

diatur dalarn pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 



3. Suatu ha1 tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif,. Artinya 

syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupaltan syarat obyektif, 

mempunyai arti penting berkenaan dengan akibat yang terjadi bila syarat- 

syarat tidak dipenuhi dalarn suatu perjanjian. Ferjanjian y a g  tidak 

\ memenuhi syarat subyektif, mengakibatkan yerjanjian tersebut dapat 

dibatalkan (Vemietigbaar)." Permintaan pembatalan perjanjian dapat 

dilakukan oleh pihak yang cakap menurut hukum ( baik oleh orang tua 

atau oleh walinya maupun orang itu sendiri apabila ia telah menjadi cakap) 

dan oleh pihak yang membcri ijin atau ~ncnyctujui pcrjanjiali itu sccara 

tidak bebas. 

Pasal 1454 KUH Perdata menentukan bahwa batas untuk 

memintakan pembatalan adalah lima tahun, sedangkan pembatalan yang 

diajukan selaku pembelaan atau tangkisan tidak dibatasi waktunya. 

Perhitungan batas waktu tersebut ditentukan sebagai berikut: 

1. Karena kebelum dewasaan, dihitung sejak hari anak tersebut menjadi 

dewasa; 

2. Dalam ha1 pengampuan, dihitung sejak hari pencabutan pengampuan; 

3. Karena adanya paksaan, dihitung sejak hari paksaan itu berhenti; 

Subekti, loc cit, H ~ r b m  Perjardian, hlm 20: 



. . 

4. Karena adanya kehilafan atau penipuan, dihit~ng sejak hari 

diketahianya adanya kehilaihn atau penipuan; 

5. Perbuatan seorang perem puan yang bersuami yang dilakukan tanpa 

kuasa si suami, diliitung se-jak hari pembubaran pcrkawinan. 

6. Perbuatan Cuma-cuma si berutang yang merugikan si berpiutang, 

dihitung sejak adany kesadaran akan apa yang dilakukan si berutang. 

Perjanjian yang tidak nicnicnuhi syarat obycktil: mcngakibatkan 

\ perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van recntsvege), artinya dari 

semula tidak pemah dilahirkan suatu perjanjian (la1 tidak pernali ada suatu 

perikatan. 

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalani pasal 1320 KUH Perdata 

akan diuraikan secara rinci scbagai bcrikul: 

1. Sepakat mereka yang mengi katkan dirinya 

Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu 

perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata 

sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat 

atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling 

mengatakan kehendaknya ~nasing-masing i~ntuk menutup sebuah 

perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan 
. .  .. 

kehendak pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat 

dinyatakan secara tegas dengan kata-kata yang dapat dilakukan dengan 

perbuatan atau sikap yang menccrminkan adanya kehcndak untuk 

mengadakan perjanjian. ... . 



Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat 

dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran 

dan pernyataan kehendak untuk- melakukan pemintaan. Penawaran 

adalah pcrnyataan ,kehcndak yang mengandung iisul urituk 

mengadakan perjanjian. Usul ini mencalcup unsur-unsur pokok 

perjanjian yang akan ditutup, sedangkan hak dan kewajiban yang 

bersifat Larnbahan Litlak hwus dirnasukan daluln pcnawaran:"' 

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang melahirkan 

suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada 

saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dzngan kehendak untuk 

menerima penawaran. 

Namun demikian, i~ntuk menentukan kapan saat lahirnya 

kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubunpn atau kontak yang 

bersifat langsung, dimana para pihak langsung berhadapan muka atau 

kontak melalui telpon, tidak menimbulkan masalah mengenai kapan 

saat terjadinya perjanjian, karena saat diterimanya penerimaan dapat 

diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan. Namun pada 

komunikasi yang bersifat tidak langsung atau pada hubungan yang 

menggunakan alat komunikasi yang lainnya misalnya surat, pihak 

penawar tidak dapat dengan segera mengetahui tentang adanya 
. . 

penerimaan penawaran. Dalam keadaan yang demikian, orang sulit 

menentukan kapan persesuaian kehendak tersebut dianggap terjadi. 

'O Satrio. J. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I ,  PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 166. 



Penetapan rnengenai lahirnya atau timbulnya perjanjian telah 

menimbulkan beberapa tebri yaitu:3' 

a. Teori Pernyataan (7Jifing.rlheorie)' 

Saat lahirnya perjanjian rnenuri~t teori ini adalah pada saat 

pihak lain menyatakan akscptasinya atau pacia saat surat jawaban 
. .... 

penerimaan penawaran telah ditulis. 

Kclcmahan tcori i t l i  adalah tidak d a ~ a t  ditckipkiin sccar 

pasti kapan perajanjian telah lahir. Hal ini disebabkan karena 

sulitnya untuk membuktikan kapan saat p(:nulisan surat jawaban 

tersebut. 

b. Teori Pengiriman (Verzendingstheorie) 

Saat lahirnya perjan-jian menurut teori pengiriman adalah 

saat pengiriman jawitban akseptasi dan tanggal cap pos dapat 

dipakai sebagai patokan. Teori ini  digilnakan dengan pertilnbangan 

bahwa sejak saat surat tersebut dikirirnkan, akseptor tidak 

mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. 

Teori ini mempunyai kelemahan, yaitu perjanjian telah 

mengikat orang yang lnenawarkan pada saat ia sendiri belum 

mengetahui akan ha1 itu. 

c. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie) 

Menurut teori ini lahimya perjanjizn adalah saat surat 

tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga 
- ~ - -  - -  - ~ 

" Jbid, hlm 257-261. 



mengandung kelemahan yaitu apabila surat ini tidak pernah sampai 

kealaniat orang yang menawarkan, misairiya akseptasinya hilang 

sebelum sampai ke alamat orang yang menawarkan. 

d .  Teori Pengetahuan (Vemern Ingtheorie) . 

Teori pcngetahuan mengatakan b;lt~wa saat lahirnya 

perjanjian adalah pada saat jawaban akseptas; diketahui oleh orang 

yang menawarkan. 

Teori ini sebenarnya sudah baik, namun juga niengandung 

suatu kelemahan, yaitu adanya kemungkinan orang yang 

menawarkan memperlambat lahirnya perjanjian dengan cara 

membiarkan suratnya tidak dibuka. 

e. Teori pengetahuan yang wajar (De Georsjectiveerde 

Vememingtheorie) 

Teori ini mengatakan bahwa saat terjadinya perjanjian 

adalah saat si pengirim secara wajar dapat memperkirakan orang 

yang dikirim surat itu sudah mengetahui isi surat tersebut. Teori 

dianggap paling layak dan rasional sehingga paling banyak 

pengikutnya, sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya 

tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas 

kemauan para pihak secara sukarela. 

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur sepakat itu tidak sah 

apabila sepakat itu diberikan . . karena ket~iiafan, paksaan, atau 

penipuan. Suatu perjanjian yang mengandung salah satu dari ketiga 



unsur itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu 

mengandung cacat kehendak dan akibatnya suatu perjanjian 

tersebut dapat dibatalhan. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian 

karena adanya cacat kehendak diatur dalarn pasal 1322 atau pasal 

1325 atau pasal 1328 KUH Perdata. 

"Kekhilafan yang tcrjridi liarus sctlc~iiikiari rupa scliingga 

seandainya orang itu tidak khilaf baik mcngenai obyek perjanjian 

maupun mengenai orang dengan siapa diadakanya perjanjian, ia 

tidak akan menyetuj uainya.'" 

Untuk dapat dibatalkannya su~.tl; perjanjian karena adanya 
. . 

kehilafan juga hams dipenuhi dua syarat yaitu:" 

a. Syarat mengetahui, yaitu bahwa pihak yang lain mengetahui 

atau seharusnya mengetahui bahwa orang tersebut menutup 

perjanjian justru berdasarkan sifat atatl keadaan mengenai hal- 

ha1 tersebut ia khilaf. 

b. Syarat memaafkan, y a i t ~ ~  bahwa kekhilafan yang dialaminya 

adalah kekhilafan yang secara nornla'i juga dapat dialami oleh 

orang lain. 

Pasal 1324 KUH Perdata mengatur bahwa paksaan yang 

di~naksud adalah paksaan yang sedernikian rupa yang 

menimbulkan ketakutan kepada orang tersebut bahwa dirinya atau 

kekayaannya terancam kerugian yang terar~g dan nyata. 

IZ Abdul Kadir Muhamad, op cit, hlm 91. 
'I J .  Satrio, op cit, hlm 208-21 I .  



yang dimaksud tidak hanya meliputi paksaan yang dilakukan 

terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, tetapi juga meliputi 

paksaan yang dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak 

keluarga dalam garis keatas maupun kebawah. 

Dapal dibatalkannya suntu pcrjanjian karena mengandung 

unsur paksaan, baru dipenuhi dua syarat yang ditentukan dalam 

pasal 1326 atau pasal 1327 KUH Perdata, yai tu: 

a. Adanya paksaan yang disertai kekerasan, yaitu berupa tindakan 

yang dibenarkan menurut hukum. 

b. Pembatalan perjanjian diajukan sebziurn lampaunya waktu 

yang ditentukan 
.... . 

Dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya 

penipuan harus mengandung unsur tipu muslihat oleh salah satu 

pihak dan harus dibuktikan seperti yang diatur dalam pasal 1328 

KUH Perdata. ... . 

Dalam perkembangannya bentuic atau faktor penyebab 

cacat kehendak yang baru yang lazim Lisebut penyalahgunaan 

keadaan (Misbruik Van Omstandigheden atau Undue Influences). 

Penyalahgunaan keadaan ini terjacli apabila salah satu pihak 

dalam suatu perjanjian berdasarkan keunggulam dibidang ekonomi 

atau status sosialnya nielakukan tekanan kepada pihak lain 



sedemikian rupa sehingga pihak lai:~ terpaksa mengadakan 

perjanjian yang merugikan atau memberatk;~~ d i ~ - i n ~ a . ~ ~  

Yurisprudensi Rclanda yang berkaitan dengan penerapan 

ajaran penyalahgunaan keadaan misalnya Arrest HR I1 januari 

yang dikenal dengal Arrest Bovag 11. Sedangkan penel apan ajaran 

penyalahgunaan keadaan .dalam praktek peradilan di lndonesia 

dapat dilihat melalui dua putusan kasasi yaitu Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 343 1 WPdt/I 985 tanggal 4 Maret 1987 dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 KfSip 1982 tanggal 28 

Januari 1984. 

Ada beberapa faktor yang merljadi ciri penyalahgunaan 

keadaan, yaitu:35 

a. Pad i waktu menutup perjanjian, salab satu pihak ada dalam 

keadaan terjepit, 

b. Karena keadaan ekonomis; kesulitan keuangan yang mendesak, 

c. Karcna hubungan atasan- bawahan; Itcunggula~~ ckonomis pada 

salah satu pihak; hubungan majikan buruh; orang tua / wali- 

anak belum dewasa. 

d. Karena keadaan, seperti pasierl yang membutuhkan 

pcrtolongau doktcs ulil i. 

34 Ridwan Khairandy, Ifikad Baik duIurn Kcbebasan Berkonfr~k~ Cctakan kc 11, Program 
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. hlci  20. 

35 J. Satrio.op cif, hlm 23 1-232. 



c. I'crjan.jian tcrsebut mengandung hubungan yang timpang dalam 

kewajiban timbal-balik antara pihaic (prestasi yang tidak 

seimbang); pembebasan majikan dan resiko dan menggesernya 

~nenjadi tanggungan si bur~111. 

f. Kerugian yang sangat besar bagi salah s2tu pihak. 

2. Kecakapan untuk membual perjanj ian 

Menurut pasal 1329 KUH Perdata "setiap orang adalah cakap 

ilntu k ~ncln buat perikatan-perikatan, j i ka ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap". Namun, KUH Perdata t idak menentukan 

ketentuan mengenai orang yang cakap ~nembuat perjanjian. 

Selanjutnya pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah: 

a. Orang-orang yang belum dcwasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Orang perempuan dalam hal-ha1 tertenfx yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Karena KUH Perdata tidak menyebutkan ketentuan mengenai 

kecakapan, maka dilakukan penafsiran contrak Lerhadap pasal 1330 
.A 

KUH Perdata yang mengatur mengenai ketidakcakapan. Argument Um 

a contra rio ini merupakan cara penafsiran antara peristiwa konkret 

yang dihadapi dan peristiwa yang diatur oleh undang-undang. 

Berdasarkan pasal 330. KUH Perdata, maka seseorang 

dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 atau sudah kawin. 



Kemudian pasal 433 mcncntukan bahwa mereka yang harus ditaruh di 

bawah pengampunan adalah met-eka yang sakit otak (gila), dungu 

(Icmah akal), mata gclap, (Ian boros. 13aik orang yang bclum dcwasa 

maupun yang ditaruh dibawah pengampunan apabila melakukan 

perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereki-,. 

Kclentuan mcngcnai sescorang pcrcr-npuan yang bersua~ni atau 

istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari 

suaminya dinyatakan sudah tidak herlaku bagi dengan berlakunya 

undang-undang No 1 Tahun 1974 tantang perkawinan, yaitu pasal 31 

ayat (1) yang menyatakan: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang 

dcngan hak dan kcdudukali suallii dalarn kchic1ur)an rumah tanggga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyaraksi". Kemudian ayat (2) 

mcnyatakan: "Masing-masing piliak bcrhnk untuk niclakukan 

perbuatan hukum". Kedua pasal i ~ i l  menunjukan bahwa seseorang 

perempuan yang sudah bersuami juga cakap menurut hukum. 

3. Suatu Hal Tertentu 

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ya.itu bahwa perjanjian 

harus mengenai suatu ha1 tertentu yang merupakan pokok perjanjian, 

yaitu mengenai obyak perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata 

menentukan bahwa suatu pokok perjanjian ber-upa barang minimal 

harus dilcntukan jcnisnya. 

Pasal 1332 atau pasal KUH Perdata menentukan bahwa barang 

yang dapat dijadikan pokok'perjanjian hanya barang-barang yang 



dapat diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di 

kemudian hari juga dapat dijadikan pokok perjan.jian, barang yang baru 

akan ada dikemudian hari dapat b e r ~ ~ a : ~ "  

a. Benda yang absolut beluln ada yaitil benda yang merupaka obyek 

perjanjian sama sekali belum ada (obyek belum ada) pada saat 

tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian; 

b. Obyek perjanjian relatif belum ada tetapi belum menjadi milik 

pihak yang berjanji (subyek belum ada).37 

Barang-barang warisan yang belum terbuka tidak tennas.uk 

dalam pengertian barang-barang yang baru aka11 ada, karena terhadap 

warisan yang belum terbuka tidak diperkenankan ur~tuk dijadikan 

obyek suatu perjanjian. Akibat tidak terpenuii~ya syarat " suatu ha1 

tertenti~.' perjan-jian tersebut batal demi hukum. 

4. Sebab yang halal 

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ke empat adalah sebab 

yang halal. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab 

dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi 

atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dkarenakan undang-undang tidak 

memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, 

yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. 

36 Satrio j, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT. Citra Aditya bakti, 
Bandung, 1992, hlm 297. 

" Ibid, hlm 297. 



Pasal 1335 K U  H Pcrdata rnengatur bahwa: 'Suatu perjanjian 

tanpa sebab, atau yang telnli dibuat knrena suatu yan.; palsu atau terlarang, 

tidak mempunyai ketentuan hukurn". I'erjanjian tanpa sebab apabila tujuan 

yang dimaksud para piliak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan 

tercapai. Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh 

para pihak untuk rncnghubungi scbab yang sebenarnya."' 

Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah 

\ terlarang apabi la di larang oleh undang-undans, bertentangan dengan 

kesusilaan maupun ketertiban urnurn. Misalny2 perjanjian jual-beli 

narkotika atau perjanjian untuk ~nelnbunuh orang. 

Perjanjian yang tidak rnengandung sebab yang halal 

mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi huk.~m. 

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

Scbagailnana dikclaliui bahwa t~ljuan yang diliarapkan olcli piliak 

yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Menurut pasal 

1234 KUH Perdata, prestasi dapat herupa: 

1. Memberikan sesuatu 

2. Berbuat sesuatu 

3. Tidak berbuat sesuatu 

Jika seseorang berutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut 

hukum orang tersebut dikatakan wanprestasi. Perkataan wanprestasi 

berasal dari bahasa Belanda "Wanprestasi" ysng berarti prestasi yang 

- -  

'a R. Setiawan, op.cit, hlm 63. 



buruk. Wanprestasi sendiri mempunyai pengeltian keadaan tidak 

terpenuhinya kewajiban leh debitor yang telah diperjanjikan sebelumnya 

karena kesalahannnya. Kesalahan ,yang dilakukan tersebut dapat berupa 

kesengajaan atau kelalaian. Dikatakan ada kesengajaan yaitu apabila 

akibat perbuatannya memang diketahui dan dikehendakinya. Dikatakan 

ada kelalaian apabila pihak yang melakukan hanyz mengetahui adanya 

kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi. Wanprestasi dapat berupag 

1 1 .  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya letapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Persoalan kapan seorang debitor dikati~kan wanprestesi bukan 

persoalan yang mudah, karena dalam suatu perjar~jian seringkali tidak 

ditentukan dengan jelas kapan seorang itu diwajibkan untuk memenuhi 

prestasinya. 

Dalam perjanjian yang prestasinya bertipa berbuat sesuatu atau 

memberikan sesuatu, apabila seseorang melakukan wanprestasi, terhadap 

orang tersebut sebelumnya hams diperingatkan atau mendapat teguran 

terleih dahulu. Cara memperingatkan seorang 3eb:tor agar jika ia tidak 

memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi diatur 

dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa siberutang 

39 Subekti loc cit, Harkurn Perjanjiaq hlm 45. 



adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 

sejenis it11 lclali dinynlakari Inlai, atair in i  pcrikatannya scndiri, ialah jikn in 

menetapkan, bahwa si berutang harus diangggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan rumusan pasal ini dapat disirnpulkan untuk dapat 

berupa berbuat sesuatu atau memberikan sesualu, seseorang dapat 

dikatakan wanprestasi apabila sudah diperingatkan dengan tegas baik 

' dengan surat perintah atau dengan akta sejenis apabila tidak ditentukan 

batas waktunya dan dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam 

perjanjian. Dengan kata lain, seseorang debitor clinyatakan wanprestasi 

apabila sudah ada somasi (In Gehrcke Steling). 

Somasi merupakan pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur 

kepada debitor yang berisi ketentilan bahwa kl-editur rnenghendaki 

pernenuhan prestasi seketikn alau dala~n jangka waktu scperli yang 

ditentukan dalam pemberitahuan tersebut. Pasal 1238 KUH Perdata 

menunjukan bahwa ada tiga bentilk sornasi, yaitu: 

1. Surat perintah 

2. Akta Sejenis 

3. Tersimpul dalam perserikatan itu sendiri 
. .. . . . . 

Wanprestasi yang digugat dipengadilan dapat dimungkinkan tanpa 

didahului dengan somasi yaitu apabila kita lihat dalam surat edaran 

Mahkamah Agilng Nomor 3 Tahirn- 1963 tentang ali.juran kcpada seluruli 

hakim di Indonesia agar tidak lnemberlakukan beberapa pasal dalam KUH 



Perdata termasuk pasal 1238, karena dengan ditcrimanya salinan gugat 

oleh debitor dianggap sudah ada somasi. 

Dalam ha1 tcrtentu somasi tidak diperlukan, yaitu dalam hal: 

1. Adanya ketenti~an batas waktil dalam perjanjian (Fafaul Temiijn) 

2. Prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat szsuatu, karena 

seseorang dikatakan wanprcstasi npnbila me!akukan scsuatu yang tidak 

diperbolehkan dalam perjanj ian;. 

\ 3. Debitor mengakui dirinya wanprestasi. 

Terhadap seorang debitor yang mela!tulcan wanprestasi dapat 

dijatuhi sanksi atau akibat-akibat berupa: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur; 

2. Pemutusan perjanj ian; 

3. Pemenuhan perjanj ian; 

4. Peralihan resiko; 

5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. 

Kelima sanksi it11 akan diilraikan satii dcmi sat11 dibawah ini: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 

Wujud kerugian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. 

Yang dimaksud dengan biaya adalah: "segala pengeluaran atau 

perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak".'" 

Yang dimaksud dengan rugi' adalah: 77 kerugian karena kerusakan 

barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian 

40 Ibid, hlm 47. 



debitor"." Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah: "kerugian 

yang beri~pa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau 

dihitung oleh kreditur"." 

Membatasi tindakan kreditur dalam rnenuntut ganti rugi yang 

terlalu tingga maka undang-undang memberi batasan tentang ganti rugi 

yang diatur dalam pasal 1247, 1248, 1250 ayat (I), dan pasal 1250 ayat 

(3) KUH Percitita . .. 

Pasal 1247 KUH Perdata menentukan: 

-=rang nanya alwaiibican mengganri biaya, rugi dan bunga 
yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu 
perikatan dilahirkan, kecuali jika ha1 tidak dipenuhinya perjanjian 
itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. 

Selalijutnya dalam pasal 1240 K U I  I I'crdala yang mencnluknn: 

Bahkan jika ha1 tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan 
karena tipu daya si berutang, renggantian biaya, rugi, bunga, 
sekedar mengenal kerugian yang diderit.akan si berpiutang dan 
keuntungan yang terhilang baginya, hanya!ah terdiri atas apa yang 
merupakan akibat langsung dan tak dipenuhinya perikatan. 

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa ganti rugi yang dapat ditunti~t hanya meliputi 

kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan akibat langsung dari 

wanprestasi. 

Berkaitan dengan ha1 ini, ada dua pendapat atau teori 

tentang sebab akibat, yaitu: 



a. Condilio Sine Qlra non (Von Ruri) 

Mcnyatakan bahwa peristiwa A adalah sebab dari peristiwa U tidak 

akan tcrjadi apabila tidak ada peristiwa A 

b. Adequate Veroozaking (Von Kries) 

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dan peristiwa B 

dcnga~i syarat pcristiwa A ~ncnurut pcngalalnan dapt diduga akan 
.- 

menimbulkan akibat yang merupakan peristiwa B. 

Teori Adequate Veroorzaking lebit! lazim digunakan dalam 

praktek hukum dibandingkan teori Conditio Sine Qua Non karena teori 

ini lebih mendekati keadilan -dan pelaku hanya bertanggungjawab atas 

kcruginn yang mcrupiikan iikil3nt langsung dan pcrhuatan. 

Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata menyzbutkan bahwa 

terhadap pihak yang terlambat melakukan prestasi pada perikatan yang 

berwujud pembayaran sej~~inlah uang dzpat dihitung sejak 

dmasukkannya surat gugatan ke pengadilan, bunga yang dibayar ini 

dinamakan bunga moratoir. Bunga moratoir adalah: bunga yang harus 

dibayar (sebagi hukuman) karena debitor itu alpa atau lalai membayar 

utangnya". Dalam undang-undang yang dimuat dalam lembar Negarq 

Tahun 848 No. 22, bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi 

enam persen per tahun. 

Menghindari tuntutan kreditur dengan menyatakan debitor 

lalai, debitor dapat membela dirinya derigan ~nenga-jukan alasan 

sebagai berikut: 



a. Mengajukan alasan dasar adanya keadaan rnemaksa (Overntacht); 

b. Bahwa kreditur sendiri telah lalai; 

c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah nielepaskan haknya untuk 

menuntut ganti rugi. 

2. Pemutusan Perjanj ian 

Pelnutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri. 

Melainkan diselipkan dalam bab atau bagian bersyarat yaitu pada .: 

Bagian V Bab I Buku 111 KUH Perdata, yaitu pasal 126, 1266, 1267 

KUH Perdata. Hal yang disebabkan karena pembentuk undang-undang 

mendasarkan anggapan bahwa adanya wanprestasi merupakan syarat 

putusnya perjanjian, wanprestasi sebagai dass:. putusnya perjanjian 

harus memperhatikan haI-ha1 sebagai berikut: 

a. Harus ada wanprestasi dari debitor 
. 

b. Perjanjian harus perjanjian timbal balik 

c. Pemutusan perjanjian harus berdasarkan putusan pengadilan 

Meskipun syaratnya batalnya per-jarijian karena wanprcstasi 

telah dibatalkan dalam perjan-jian, dala~n ha1 putusnya perjan.jian tetap 

dibutuhkan keputilsan hakirn. I-la1 ini  sesuai dengan pasal 1266 ayat (2) 

KCTH Perdata. Apabila perjanjian diputus maka kedua belah pihak 

dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan dan ini 

berlaku surat sampai detik dilahirkannya perjanjian, sehinggga apa 

yang diterima pihak yang sat11 dikelnbalikan pada pihak yang lain. 



3. I'cmcnirhan Pcrjan-jian 

Pemenuhan perjanjian sebagai sanksi ada beberapa 

kemungkinan, yaitu: 

a. Krcditi~r dapat rncr!jual bcridn yang di.jndika11 jaminan scbagni 

pengganti prestasi yang tidak dipenuhi debitor yang wanprestasi 

tanpa harus melalui putusan hakim, karena sejak semula sudah 

disetujui debitor. Pelaksanaan pemenuhan ,prestasi ini disebut 

dengan eksekusi langsung. 

b. Kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya 

baik dilakukan senbiri maupun dengan menyliruh orang lain 

dengan biaya yang harus ditangggung oleh debitor setelah 

mendapat putusan hakim. Pelaksanaan pcmenuhan prestasi ini 

disebut eksekusi nyata. 

4. Peralihan Risiko 

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika 

terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak , yang menimpa 

obyek perjanj ian".'.' 

Definisi di atas menunjukan b3llwa resiko berpokok 

pangkal dari suatu .pe~istiwa di luar kesaiahan salah satu pihak. 
... . 

Peristiwa ini sering disebut dengan keadaan memaksa atau overmacht. 

Berkaitan dengan wanprestasi, apabila terjadi overmacht, risiko 

tersebut akan dialihkan. 

43 Ibid. hlm 52. 



5 .  Mcmbayar biaya pcrknra apahila dipcrkarakan dimuka hakiln. 

Mengenai pembayaran ongkos perlrara dapat disimpulkan 

dari pasal 181 HIR yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan 

diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Debitor yang lalai apabila 

diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian dikalahkan, tentu sebagai 

pihak yang kalah debitor harus membayar biaya perkarz. 

D. Pengertian, sifat dan Pernbagian ~arninih 

\ 
1. Pengertian Jarninan 

Dalam peraturan-peraturan yang ada tentar,;; jaminan, tidak ada 

pengertian mengenai jaminan. Meskipun undang-undang tidak memberi 

pen-jelasan tentang pengertian jaminan, dalam KUFI Perdata pasal 1131 

dan pasal 11 32 disebutkan mengenai jaminan ini. Pa.sal 1 13 1 KUH Perdata 

menyebutkan: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi langgungan 11nttik segala perikatan 

perseorangan. 

Dari uraian pasal 1 13 1 tersebut berai-ti bahwa semua harta 

kekayaan si berutang dijadikan jaminan bagi semua kewajiban yaitu semua 

hutangnya. Harta kekayaan si berutang itu meliputi: 

a. Benda bergerak dan tidak bergerak 

b. Benda yang sudah ada pada SGS perjanjian buat. 

c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian itu dibuat. 

Pengertian ini meni111.jukan bahwa dalarn diri debitor terdapat unsur 

schuId dan haftung. SchuZd (hutang) artiriya kewajiban untuk 



melaksanakan prestasi sebagai kewajiban untuk menjamin bahwa prestasi 

yang diperjanjikan benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan, 

sedangkan huflttng bcrarti jaminan bahwa hutangnya. akan dapat dibayar 
. . .. 

oleh si berhutang. 

Menurut pasal 132 yang berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi 

jaminan bersama-sama bagi scmua orang yang me:igutangkan padanya; 

pendapatan penjualan. Benda-benda itu disagi-bsgi menurut 

\ keseimbangan , yaitu mcnurut bcsar kecilnya piutang masing-masing. 

Kecuali apabila diantara para berpiutang itu kredihir yang bersifat umum 

atau ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Pasal 1 132 ini bcrlaku apobila krcditunya r.crdiri dari bcbcrapa 

orang atau lebih dan satu. Adanya pasal 1 13 1 dan pasal 1 132 KUH Perdata 

ini merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum 

atau jaminan yang berbersifat umurn. Dalarn arti bahwa yang menjadi 

jaminan adalah semua harta benda debitor. ' # 

Selain jaminan yang bersifat umum, ada :aminan yang bersifat 

khusus yang adanya harus diperjanjikan terlebuh dahulu oleh para pihak. 

Jaminan yang bersifat khusus ini dapat berupa jaminan yang bersifat 

perorangan dan kebendaan, seperti yang telah diuraikan dimuka. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa uang dimaksud dengan 

jaminan adalah sesuatu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi 

kreditur bahwa piutangnya pada suatu jangka waktu tertentu akan dilunasi 

oleh debitor. .. - .  



Jaminan adalah sesuatau yang diberikan kepada ltreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.44 Tujuan 

adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur 

bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debiter. 

Oleh karena lembaga jaminan itu mempunj~ai tugas melancarkan 

c d a n  mengamankan pemberian kredit, maka diperlukan jaminan yang .baik 

\ pula. Jaminan yang baik itu adalah. 

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu pihak yang 

... . 
memerlukan. 

b. Tidak melcmahkan potensi (kekuatan) s! pencari kredit, ilnti~k 

melakukan (meneruskan) usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada sipemberi kredit dalam arti bahwa 
... . 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu 

dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya di penerima 

(pengambil) kredit.45 

2. Sifat Perjanjian Jaminan 

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang selalu berkaitan 

dengan perjanj ian pokok yang biasanyn ~nerilpakan perjanj ian kredit. 

Perjanjian ini dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir 

atau sebagai perjanjian yang selalu menyertai pei-janjian pokok. Oleh 

44 Hartono Hadisoeprapto, op cit, hlm 50. 
45 R Subekti , Jaminan ..., hlm.79. 



karcna it11 atlanya dar~ I ~ ~ ~ P L I S I ~ Y ; I  l ~ ~ t - j : l t ! i i ; l ~ ~  . i : l ~ i i i ~ i ; ~ ~ l  i n i  tcrganlung pada 

perjanjian pokoknya. 

Dengan adanya kedudukan accesoir tersebut maka akibat 

hukun~nya adalah perjanjian jaminan mempunyai ciri-ciri: 

a. 1,ahirnya tcrgantung adanya pcrjari.jian pokok. 

b. Berakhirnya tergantung perjari-jian pokok. 

c. Apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian accsesoirnya ikut ; 

\ batal. 

d. Perjanjian accsesoir peralihannya mengikuti perjanjian pokoknya. 

Bentuk perjanjian kredit ini ada yang harus dengan akta otentik 
. ... 

ada pula yang cukup dcngan akta dibawah tangan tcrganlung kcscpakatan 

para pihak. Misalnya untuk jaminan gadai, ptrijaminan atas barang 

jaminan itu bisa lucs, m:rksud~~ya bahwa pcrjan,ji.rri jaminannya dapat 

dibuat dengan cara tertulis dcngan akta otcritik ataupun akta dibawah 

tangan. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia dimana perjanjian atas 

barang itu harus dengan akta notariil dan unti~k Jaminan hipotek harus 

disahkan oleh syah bandar. Oleh karena perjan.j.an jaminan ini selalu 

mengikuti perjanjian pokoknya maka ada yang cligabungkan dengan 

perjanjian pokok dengan alasan elisiensi tenaga, w a k t ~ ~  dan biaya, dan ada 

pula yang dibuat secara khusul~ dcngan akla riotariil tcrpisah dcrigan 

perjanj ian pokoknya. 



Lernbaga jaminan yang'dikenal dalarn tata hukurn Indonesia dapat 

digolongkan ~nenurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya, maupun 

kewenangan menguasainya.'" Dibawah ini akan diterangkan mengenai 

keernpat golongan-golongan itu. 

a. Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jarr inan yang lahir karena 

perjanjian. 

Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan 

yang adanya ditunjuk oleh undang-undang ta.npa adanya perjanjian 

dari -para pihak. Ketentuan pasal 1131 KUH Perda.ta rnerupakan 

ketentuan yang menunjukan jaminan oleh undang-undang, karena telah 

ada rincian tncngctlai bcnda-bcnda yang djadikan jaminan olch 

debitor terhadap hutangnya. 

Jarninan yang lahir karena undang-undang dapat dibedakan 

menjadi du'a kedudukan kreditur yaitu: 

1. Kreditur konkuren adalah kreditur yang kedudukannya sama, 

berhak dan tidak ada yang didahulukan dalarn pemenuhan 

piutangnya. 

2. Kreditur Preferen adalah kreditur pemegang jaminan tertentu yang 

didahulukan pernenhannya dan kreditur lainnya. 

Berdasar pada pasal 1 139 dan pasal 1 149 KUl-I Perdata dapat 

dilihat adanya kreditur privilege. Dengan adanya hak privilege dalam 

46 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op cit, Hukum Janlinan di Indonesia ..., hlm 43. 



diri krcditur akan mcmbcrikan rasa aman pada krcditur, meskipun 

tidak ada jaminan kalau piutngnya pasti diken~balikan selnuanya. 

Jaminan yang lahir karena pcrjan.jian aclalah 'jaminan yang 

untuk adanya atau lahirnya karena perjanjiar~ pzra pihak.. Jadi harus 

ditentukan olch para pihak mclalui pcrjan.jian, tanpa dipcrjan.jikan 

maka tidak akan secara otomatis ~ncnibcri ja~ninan kcpada krcditur. 

Jaminan jenis ini contohnya perjanjian garansi, ,jaminan fidusia. 

b. Jaminan Umurn dan Jarninon Khusus 

Jaminan umum adalah jaminan yang tilnbul dari undang- 

undang, tanpa ada perjan-jian antara para pihak. Merupakan jaminan 

yang diberikan bagi kepentingan semua kreti itur dan menyangkut 

semua kekayaan debitor. Benda jaminan tidak tlitcnjuk secara khusus 

bagi tiap krediturnya. Ketentual Pasal 1 13 1 KUI-I Perdata ini, bersifat 

sangat umum sehingga memberikan kedudukan yang sama bagi semua 

kreditur dan tidak ada yang mendahulukan. 

Jaminan khusus adalah jaminan terhadap benda-benda tertentu 

yang ditunjuk secara khusus yang hanya berlaku terhadap kreditur 

tertentu. Timbul karena adanya perjan-jian kh:;st~s antara kreditur dan 

debitor yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun 

perorangan. Jaminan seperti ini memberikan kedudr~kan yang istimewa 

bagi kreditur untuk didahulukan pemenuhan piutangnya. 

c. Jaminan Yang Rersifat Kebendaan dan yanp Rersirat Peroranpan 



.laminan yang bcrsili~t kebcndaan atlalah jaminan yang berupa 

hak mutlak alas suatu benda yang dapat diperlzlnankan dari siapapiun 

juga, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperdihkan. 

Jaminan yang bersifat kebendaan ini me~npunyai sifat asas 

prroriet yaiti~ asas bahwa hak kebendaan yang lebih dahulu ada lebih 

diuta~nakan dari pada hak kcbc~ldaari yang terjadi kemudian. 

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitor tertentu ter~adap harta kekayaan 

debitor seumumnya. 

Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai sifat asas 

kesamaan yaitu bahwa tidak ada perbedaan :nana piutang yang lebih 

dulu ada dengan piutang yang terjadi kenludian, sehingga semua 

kreditur mempunyai kedudukan yang sama tel-hadap harta kekayaan 

debitor. 

d. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak Sergerak 

Jaminan atas benda bergerak adalah jarninan yang obyeknya 

berupa benda bergerak, baik benvujud maupun tidak berwujud. 

Menurut sistem hukum perdata penggolongan atas benda bergerak 

dibedakan menjadi dua: 

1) Benda bergerak karena , sifatnya, yaitu benda yang dapat 

dipindahkan, misal meja, kursi, dan benda-benda lain yang 



ditentukan merupakan benda bcrgerak ~r~isalnya ternak (Pasa1509 

KU H I'erdata). 

2) Benda bergerak karena kctentuan undang-undang yang hak-l~ak 

atas Iwnda I>crgcr;~k 111isal Iiak nicniul~gtll Iiasil al;ls hc~ id ;~  

bergerak, hak pemakaian atas benda lergerak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 1 1 KLIH Perdata. 

Jaminan atas benda -tak bergerak adalah jaminan yang 

obyeknya merupakan benda tak bergerak. Menurut hukum Perdata 

benda tak bergerak ini digolongkan menjadi tiga : 

a) Benda tak bergerak menuri~t sifalnya, ~nisal rulnah, polion. 

b) Benda tak bergerak karena tujuan, misal bmda yang tujuannya 

tidak dipindahkan ~nisal ~nesin pabrik. 

c) Ketentuan Undang-i~ndang 

Arti pentingnya pe~nbedaan atas benda bergerak dan tidak 

bergerak adalah dalam ha1 yang berhubungan dengan penyerahan, 

daluarsa, kedudukan berkt~asi~ dan pembcl;;:na~ ini pcnling i~ntuk 

menentukan jenis lembaga jaminan yang akan digunakan. 

e. Jaminan dengan menguasi bendanya dan tanpa ~nenguasai bendanya 

jaminan dengan menguasai bendanya adalah jaminan dengan 

penyerahan secara nyata terhadap benda yang dijadikan jaminan. 

Benda jaminan tersebut berada pada pihak kreditur, yang akan 

dikembalikan kepada debitor setelah piirtangrrya dibayar. Lembaga 



jaminan yang digunakan adalah gadai serta hak retensi. Jaininan yang 

seperti ini akan memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur. 

f. Jam inan tan pa menguasai bendanya adalah jam inan dengan 

-penyerahan secara kepercayaan terhadap hak kepetnilikan suatu benda 

yang dijadikan jaminan. Dalam ha1 ini jaminall Letap berada pada pihak 

debitor, sehinggn keduduknn kreditur lemah karena tidak ~nengilasai 

benda jaminan. Lembaga jaminan yang digunakhn .adalah fidusia. 

\ 

E. Pengertian dan Sifat Jaminnn Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Fidusia merupakan istilah yang sudah lanr. dikenal dalam bahasa 

Iniullb3;a. Undang-undang yang khusus mengatur tentang ha1 ini, yaitu 

Undang-undang No 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia. 

Dcngan dcmikian istilah "lidusia" mcnrl~akan istilah rcsmi dalatn dunia 

hukum Indonesia walaupun kadang untuk fidusia ini disebut dengan istilah 

"Penyerahan hak milik secara kepercayaan" 

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata iides yang berarti 

"kcpcrcayaaan", mcmang hubungan hukum antara debitor pemberi fidusia 

dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang 

berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur 

penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan 

kepadanya, setelah debitor melunasi hutangnya. Debitor penerima fidusia 

juga percaya bahwa debitor pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan 



barang jaminan yang berada dalarn kekirasaanr.y:i dan mau memel ihara 

barang tersebut selaku Bapak rumah yang baik." 

Pada dasarnya konstruksi hukum lembaga fidusia sudah sangat tua 

dan dikenal serta dipergunakan dalam masyarakaf hukum Romawi. Dala~n 

hukum Romawi lembaga jaminan ini dikenal derlgan nama Fidusiare 

Cum Confroctc artinya, isi ja~iji kcpcrcayilnn yang dibuat dcngan krcditur. 

Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditur adalah bahwa debitor 

\ akan mengal i hkan kepemil ikan akan suatii benda 1:epada kreditur sebagai 

jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan 

mengalihkan kembali, kepemilikan tersebut kepada debitor bilamana utang 

sudah dibayar lunas. 

Penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) mula-mula 
. .. 

dianggap sebagi gadai gelap, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang 

begitu mendesak akan adanya jaminan barang bergerak yang tetap 

dikuasai debitor, yang antara lain barang tersebut penting bagi kegiatan 

usnlla dcbitor 11li1ku aklrira~iyn licli~sii~ c l i i ~ k u i  c l i ~ ~ ~  i l i p ~ ~ b o l c l ~ k i ~ ~ ~  olcli 

hukum. 

Fidusia mulai diakui secara resmi oleh n ~ ~ k u m  pada tahun 1929, 

yaitu dengan dikeluarkannya yurisprudensi di Belanda lewat putusan 

pertamanya tentang fidusia (1;itirr.vitrt-c. Eiget7(iorir.v Ovet.(ltr~clr) dalam 

Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal dengan nama 

"Bierbrouwerij Arrest ". 

47 Oey I loey Tiong, op cit, hlm 2 1. 



Adapirn kasus dalam putusannya tcrscbut adalah sebagai berikut: 

Perusahaan N Heiken Boer Brouverij ~nempunyai tagihan sebesar 6000 

gulden terhadap rumah makan milik bos, sebagai jarninan kembali 

pern bayaran hutangnya, antara ~nereka diadakan jual beli invcntaris rumah 

makan milik bos dan setelah itu bosnya hanya sebagai "peminjam pakai" 

belaka dari inventaris tersebut. Kernudian sewaktu bos pailit kurator 

kepailitan menolak untuk menyerahkan inventat-Is kepada Jeiken Boie 

Brouwetij. Akhirnya sengketa itu sampai pada HR yang akhirnya 

memutuskan bahwa perjanjian jaminan antara bos dan Heineken yang 

berupa perjanjian penyeraha hak milik secara kepercayaan sebagai 

jaminan pinjamannya merupakan titel yang sah. Kurator kepailitan 

tersebut akhirnya diperintahkan utuk menyerahlcan inventaris rumah 

makan milik bos kepada Heineken.. 

Dengan keputusan Hoge Road ini maka lahirlah bentuk jaminan 

kebcndaan yang baru disamping gadai dan Hypotek. Yurisprudensi ini 

rtlenerobos sistem hukum benda yang pada asasqa  bersiiat tertutup. 

Di lndoncsia Icmbaga jaminan fidusia pzrtama kali diakui olch 

yurisprudensi Indonesia pada tanggal 18 Agirstus 1932 yaitu dengan 

keluarnya keputusan Hooggerechschop (HGH) tlalam kasus Bataafche 

Petroleum Maatschappi (BPM) melawan Pedro Clignet. 

Kasusnya adalah perjanjian antara kedua belah p;halc sebagai berikut: 

a. Pihak pertama adalah pemilik sebuah mobil yarlg diperolehnya karena 

penyerahan hak milik sebagai jaminan hutang dari pihak kedua. 



b. Mobil ilu dikuasai olch pihak kc dua bcrdasiirkan alas pcrjan-jian 

pinjam pakai dari pihak pertama. 

c. Pihak kedua diwajibkan mempertanggungjawabkan mobil tersebut. 

d. Mobil itu diserahkan pihak kedua kepada pih: k pertalna pada saat 

perjanjian pinjam pakai berakhir. 

e. Kcrnudian tcrnyata kcdua hclali pihak mcmci~i~hi kcwajibannya unluk 

merawat mobil, demikian juga pihak kedua tidak memenuhi 

kewajibannya inem bayar hutang, sehingga pihak pertama menggugat 

pihak kedua untuk membatalkan perjan-jian pinjam pakai itu dan 

menyerahkan mobil kepada pihak pertama. Pihak kedua menolak 

menyerahkan itu dengan alasan bahwa pihal. j?ertama bukan pemilik 

mobil itu, perjanjian penyerahan hak milik k t p d a  pihak pel-tama oleh 

pihak kedua hakekatnya mcrupakan perjanjian gadai. Icarena mobil 

sebagai benda gadai dibiarkan dala~n penguasaan pihak kedua, rnaka 

menurut pihak kedua perjanjian gadai dan mol~il itu tetap miliknya. 

ljoogerecht Shof tidak scpcndapat dengall pcndirian pilink kcdua 

akan tetapi menyatakan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas 

barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang kepada si berpiutang 

adu;,;, ash. 

Kedua Yurisprudensi di atas dijadikan acuan bagi masyarakat yang 

menggunakan lembaga jaminan fidusia dalam lnemenuhi kebutuhan 

hidupnya sampai kemudian lahirlah undang-unc'ang yang rnengatur 

tentang jaminan fidusia. 



Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tersendiri yang 

mengatur mengenai fidusia, di Indonesia pengertian lembaga jaminan ini 

telah disebutkan dalam peraturan perundangan misalnya dalam Undang- 

Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun (UURS). Dalam Pasal 

1 angka 8 UU Rumah Susun disebutkan bahwa fidusia adalah hak jaminan 

yang berupa penyerahan hak atas benda berda-safkan kepercayaan yang 

disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. 

\ Setelah sekian lama dikembangkan oleh Yrlrisprudensi akhirnya 

jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang khusus tentang fidusia, 

yaitu undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau 

lebih dikenal dengan UU Fidusia. Pengertian fidusia dalam UU Fidusia 

tersebut diatur dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: Jaminan 

fidusia adalah hak jaminan atas benda bergeraj. baik yang benvujud 

maupun tak benvujud dan benda tidak bergerak kh~~ssnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggu'ngan sebagimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
. . 

penerima Fidusia terhadap kreditur lain. 

2. Sifat jaminan Fidusia 

a. Sifat Accesoir Jaminan Fidusia 

Sebagaiman perjanj ian jaminan hutixng lainnya, seperti 

perjanjian gadai, hak tanggungan atau hipotik, maka pe rjanjian fidusia 



juga merupakan suatil perjanjian yang bersit t accesoir. Maksudnya 

bahwa perjanjian fidusia tidak mungCin berdiri sendiri, tetapi 

mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya. 

Dala~n ha1 ini yang merupakan perjanjian pokok dapat berupa 

perjanjian hutang-piutang, perjanjian kredit atau perjanjian 

pembiayaan konsumen. 

Mengenai sifat dari fidusia ini ada perbedaan pendapat 

mengenai sifat accesoir tersebut. Perjanjian fidusia adalah bersifat 

accesoir, adanya tergantung pada perjanjran pokok yang biasanya 

perjatljian pir~jil~ii-rncriii~!ji~rn pnda bnnk. Ilidil'nm ~ m k t c k  pcrbn~tkkan 

perjanjian fidusia dianggap sebagai tambahan jaminan pokok manakala 

jaminan pokok dianggap tidak memenuhi.'" perjanjian pokok tidak 

sah, alau karcna scbab 

Sctncnlara i tu  pihak yang mcnyangkal sifat accesoir dan 

fidusia mengemukakan bahwa istilah accsesoir tidak dikenal dalam 

undang-undang dan tidak ada ilraian yang jelas serta tidak melnpunyai 

pengertian yang tctap. Disamping ilu, pcndapat yang mcnyangkal sirat 

accesoir melandaskan pada pendapat yang apriori bahwa hak milik 

tidak dapat bersifat accesoir. 

Namun sifat accsesoir dari jaminan fidusia ini lebih lanjut 

ditegaskan dalam Uundang-Undang fidusia menegaskan secara jelas 

A 8  Sri Soedewi M. Sofwan, op ci!, beberapn Masnluh Pelaksanuan ... , hlnl 135. 



bahwa "jaminan fidusia merupakan perjan.jlan ikutan bagi para pihak 

untuk memenuhi suatu prestasi". 

Akibat tlari siljlt i l \ ~ ~ l ; ~ r l  jallliliar~ licI:l.;ia iltli~lall bal~wa jikil 

perjanjian pokok tidak sah, atau karenz ~ e b a b  apapun hilang 

berlakunya atau dinyalakan tidak berlah~l, maka secara hukum 

pcl:inn.jian fidusia scbngili pcrji~t?jian ikutan illga ikut mcn.jadi batal. 

b. Sifat Mendahulu dalam Jaminan Fidusia EK 

Sama halnya dengan perjanjian jaminan atas kebendaan 

lainnya seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, maka fidusia juga 

mcnurtt( prillsip mctldalu~ltt. 

Pasal26 Undang-Undang fidusia menyebutkan bahwa prinsip 

ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia 

schinggga bcrlaku adagiuln ljr.\.t regestered, 3r.s; secured. 

Hak mendahulu itu lnerupakan haE; menerima fidusia untuk 

mengambil pelunasan piutang atas hasil ekseki~si benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia. Hak untuk mengalnbil pelunasan ini mendahuli 

dari kreditur-krcditur lainnya. Rahkan apahila pemberian fidusia 

dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak mendahului dari penerima 

fidusia tidak hapus karena obyek jaminan fidu:;ia tidak hapus karena 

obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam budel pailit. 

F. Objek Jaminan Fidusia 
Sejak resmi diakuinya lembaga fidusia oleh yurisprudensi di 

Indonesia pada langgal 1 8 Aguslus 1932 yailu dalaln kasus BI'M melawan 

Pedro Clignet Fidusia di Indonesia terus saja berkembang. Yurisprudensi 



memegang peranan dalarn menge~nbangkan lcrnbaga Iidusia ini  khususnya 

tnengenai obyek fidusia. 

Setelah putuan BPM tersebut, Mahkamah Agung telah 

memberikan beberapa putusan yang berkaitan d~ngan  obyek fidusia. 

Sebagai contoh adalah putusan Mahkamah A,;ung No: 372 k/sip/1970 

tanggal 1 September 1971 yang ~nenetapkan balkha: I'enyerahan hak milik 

sebagai jaminan fidusia hanya sah mengenai barang-barang bergerak saja. 

\ Jika ia mengacu pada putusan Mahkamah Agung i?i, maka barang-barang 

tak bererak yang dijadikan jaminan fidusia dianggap tidak sah. Akan 

tetapai pendapat Mahkarnah Agung tersebut tidak bertahan lama yait~r 

dengan dikeluarkan putusan Mahkamah agung No:689/K/1973 tanggal 13 

Oktober 1973. Dalam putusan tersebu~ Mahkatnah A p n g  merubah 

pendapatnya yaitu mempel bolchkan membebani benda tetap atau tak 

bergerak dengan fidusia asal ada persetujuan dari para pihak. 

Dalam perkembangannya ternyata pengaturan fidusia khususnya 

mengenai obyek fidusia tidak hanya dikernbangkiln oleh yul-isprudensi. 

Suat~l tcrohosan yanp dnpnl  kit:) jaOik;~ti a n  adnlah tlcngan 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun I385 tentang Rumah Susun 

yang didalamnya ditentukan bahwa Rumah Susun berikut tanah tempat 

bangunan berdiri serta benda lainnya yang merupakan suatu kesatuan 

dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan fidusia, jika 

tanahnya adalah tanah hak pakai atas tanah negara. Akan tetapi pengaturan 

fidusia dalam Undang-undang tersebut masih dangkal, samar dan 



obyeknya rnasih sangat terbatas yaitu terbatac alas runiah susun saja. 

Disarnping itu, dcngan bcrlakunya Undang-bndang Hak Tangggungan 

Inaka pcmbchanan fid~~.;ia atas hak pakai atas tanah negara men-jadi tidak 

berlaku lagi. 

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang yang khusus mengatur 

mengenai fidusia yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pengaturan 

mengenai obyek fidusia menjadi lebih jelas. Pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal 

3 UU fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia 

adalah benda yang dapat dimilki dan dialihkan hat kepernilikannya, baik 

benda it11 berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar, bergerak maupun 

tak bergaerak dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dibebani dengan 

hak tanggungan sebagai lnana dimaksud dalam 1Jndang-Undang No. 4 

Tahun 1 996 tentang hak tanggungan atau hipotes sebagaimana dalar i pasal 

3 14 ayat 3 KHUD dan pasal 1 162 KUH Perdata. 

Sclan.j~~tnya IJndang-lJndang fidusia mengatur bahwa selain benda 

y;, ,~ ,ddah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia juga benda yang 

dipcrolcl~ ~ ~ I I I L I ~ ~ ~ ~ I I  clal)al clil)cl)a~~i tlc11gi111 ja111itln11 litlusii~ u ~ u s  I)e~ltln 

yang diperoleh kemildian akan- sangat membantu dan menunjang 

pembiayaan pengadaan persediaan bahan baku, bahan penolong atau 

bahan jadi. 

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek fidusia 

Undang-Undang fidusia mengatur bendaljaminan fidusia meliputi ha1 

tersebut. Demikian juga mengenai klaim asuransi sehinggga klaim 



asuransi tersebut akan menggantikan benda yang nienjadi obyek jaminan 

fidusia bila~nana benda tersebill musnah. 

G .  Ekseltr~s~ Jaminan Fidrlsia 
I'ada saat konsumen . ~nulai tcrl?.rr~.bal dala~ii ~nenibayar 

angsurannya, maka perusahaan. harus rajin dalam mengingatkan agar 

segera membayar angsurannya yang belum dibayar. Apabial setelah 

melalui peringatan-peringatan tetap tidak me~nbayar maka perusahaan 

akan mengambil kendaran itu untuk disita. dalam penyitaan itu konsumen 

masih diberi kesempatan oleh perusahan untuk membayar seluruh 

hutangnya yang belum terbayar. Apabila tidak dilakukan oleh konsumen 

perusahaan akan melakukan penjualan tcrhadap kcidaraan yang disita itu. 

Sehubung dengan eksekusi fidusia ini, Undang-Undang fidusia 

memberikan beberapa alternatif dalam proses eksekusi jaminan fidusia 

yaitu: 

a. Melalui suatu penetapan pengadilan atas 2kt.a jaminan, fidusia yang 

lclah mcmpunyai titcl cksckutorial. 

Akta jaminan yang telah lnempunyai titel eksekutorial dapat 

dimintakan flat kepada ketua pengadilan uncuk proses eltsekusi lebih 

lanjut. Dengan diperolehnya flat dari ketua pengadilan berarti telah 

mempunyai kekuatan hukum tetaplpasti dan kreditur dapat 

mengeksekusi jaminan fidusia itu tanpa mela:,iii proses peradilan. 

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI 

KEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA 



ESA", scdang ayat (2) ~ncnyatakan bahwa scrlifikat jaminan fidusia 

mempirnyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pcngadilan yang tclah mcmpiinyai kekuatan Iiukurn tctap. 

b. Melalui hok 11icn.ji1nl tlidcpall pclclarlgan iltnilm yang dilililiki oleh 

kreditur. 

I'asal 29 Undang-Undang lidusia menyatakan bahwa 

penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan c 

penerima fidusia sendiri mela lui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dan hasil penjualan. 

Krcditi~r bcrhak untuk  niclakukan pelclangan ilmuln atas 

benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi. Pelelangan ulnum 

yang dilakukan oleh kreditur ini sama sekali tidak melibatkan peranan 

pengadilan teta:)i dilakukan dengan mengumulnkannya dalam 

sedikitnya dua surat kabar harian yang terbit didaelah tersebut. Dalam 

jangka waktu satu bulan sejak pengumurnan pelelangan itu baru 

dilakukan penjualan. Selain ~nelalui pelelangan umum dapat juga 

melalui pelelangan dibawah tangan. Untuk pelelangan dibawah tangan 

ini biasanya hanya untuk kalangan terteritu saja, misalnya terhadap 

benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga atas permintaan 

pihak ketiga maka yang akan melelang kendaraan adalah pihak ketiga 

yang menguasai benda jaminan itu. 



c. Melalui Gugatan Riasa kc I'cngad i Ian 

Eksekusi dengan cara gilgatan bias'l ke pengadila~i juga dapat 

dilakukan oleh pihak, tctapi banyak kclcmahannya yaiti~ binya mahal. 

lnemakan waktu yang lama dan dcngali pl.osedirr yang bcrbelit belit. 

Dengan demikian maka cara tersebut sangat tidak praktis dan tidak 

efisien bagi hutang dengan jaminan fidusia karena kreditur 

menginginkan eksekusi jaminan fidusia in' dilakukan dengawcepat 

untuk melunasi hutang yang tidak dibayar oleh debitor. 



BAB lU 

PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA 

A. Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dengan Jaminan Fidusia 
Pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahaan dari istilah bahasa 

Inggris . . yaitu Consumer Finance. Istilah consumer finance bembiayaan 

konsumen) ini hampir mirip dengan istilah consumer credit yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kredit konsumsi. Karena 

kemiripan ini Munir Fuadi mengatakan bahwa pembiayaan konsumen tidak 

lain adalah wjenis kredit konsumsi. Perbedaannya yaitu pembiayaan 

konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi 

diberikan oleh bank.49 

Disamping perbedaan tersebut di atas, perbedaan yang lain yaitu dalam 

pembiayaan konsumen dana dari perusahaan pembiayaan konsumen tidak 

diterima secara langsung oleh pihak konsumen tetapi konsumen hanya akan 

menerima barang yang dibiayai dengan dana tersebut. Sedangkan dalam kqedit 

bank, nasabah peminjarn dana akan menerima cairan dana berwujud uang atau 

cagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dari pihak bank. 

Keputusan presiden No. 61 Tahun 1988 tantang Lembaga Pembiayaan 

hdak member-ikan pengertian tentang pembiayaan konsumen secara tegas. 

pengertian pembiayaan konsurnen tersirat dari bunyi pasal8 keputusan 

. 

Munir Fuady, ~p cit, Hukum tentang. Pembiayaan ..., him 205. 



Menetri keuangan RI No. 125 1 /KMK. 0 1 31 1 988 tentang ketentuan dan tata 

cata pelaksanaan lembaga pernbiayaan yang menentuk;~n bahwa: " kegiatan 

pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentilk penyediaan dana bagi 

konsumen untuk pembelian barang yang pe~nbayarannya dilakukan secara 

angsuran atau berkala oleh konsumcn". 

Bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan baliwa pembiayaan 

konsumen adalah suatu usaha penyediaan dana yang dilakukan oleh 

\ perusahaan pembiayaan bagi kepentingan konsumen ~rntuk pengadaan barang 

dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. 

Rumusan pengertian di atas ~nenunjukan baliwa peraturan tersebut 

hanya melihat pembiayaan konsumen dari sudut ekonomi saja, yaitu dari sudut 

kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari sudut perjanjiannya, perjanjian 

pembiayaan konsumcn scbagai suatil pcrjan.jian dirnana pcri~saliaan 

pembiayaan konsu~nen mengikatkan diri ~nenyediaka~i dana untuk pengadaan 

barang bagi kepentingan konsumcn dan pihak konsl~men mengikatkan diri 

untuk membayar pinjaman pembiayaan tersebut secara berkala dalam jangka 

waktu tertentu kepada perusahaan pembiayaan konsumtm. 

Dengan demikian civi kllus cla1.i ocn~biay~tarl ko~lsunlcll aclalah 

pembayaran pinjaman pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen tidak 

dilakukan dalam satu kali pembayaran, tetapi dalem beberapa kali angsuran 

dalam jangka waktu tertentu. 

Pada umumnya dalam transaksi pernbiayaan konsumen terdapat 

beberapa tahapan yang dilakukan sampai terjadinya perjanjian pembiayaan 



konsumen. l'ahapan it11 dimulai dari tahap prakontraktual hinggga kctahap 

kontraktual yang melahirkan perjan-jian tersebut. 

Tahap prakontraktual modcl pernbiayaan konsumen sebenarnya tidak 

jauh berbeda dengan dengan pcmbcrian kredit ole11 bank. Mula- nul la 

konsumen yang ingin membeli barang melalui sistcrr. pembiayaan konsumen 

un tuk  mengajukan pcrmohonan pc~nbiayaan. Scla11,julnya konsumen tersebut 

akan diberi*htnulir permohonan kredit (Credit Applicction Form). 

Kemudian calon konsumen mengisi formulir tersebut, isinya mengenai 

identitas calon konsumen, spesifikasi barang yang akan dibeli, penghasilan 

perbulan konsumen, jangka waktu angsuran. Di sarnping mengisi formulir, 

calon konsumen juga harus melengkapi dokumen-dokumen pendukung 

(Supporting Document) yang disyaratkan oleh pes~~sahaan pembiayaan. 

Riasanya untuk konsumcn individu dokumcn yang disyaratkan bcrupa foto 

kopi KTP, foto kopi kartu keluarga, dafiar gaji, pas foto. Sementara untuk 

konsumen badan usaha dokumen pendukung dapat berupa anggaran dasar 

perusahaan, beserta seluruh perubahan dan tambaharlnya, foto kopi KTP yang 

diberi hak untuk menandatanganinya, NPWP, STUP. Nilmun demikian dalam 

prakte~ uokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat 

bewariasi tergantung pada jenis barang yang dibiayai serta kepercayaan 

perusahaan pembiayaan kepada calon. konsumen. 

Untuk janis barang tertentu kadang juga disyaratkan pembayaran uang 

muka kepada perusahaan pembiayaan konsumen d m  akan dikembalikan 

apabila permohonan pembiayan ditolak oleh perusahaan pembiayaan. 



Besarnya uang muka yang akan tlihaysr tersebut hervariasi tcrganti~ng 

permintaan masing-masing perusahaan pembiayaan dan jenis barang yang 

akan dibiayai. 

Pennohonan pembiayaan terscbt~t kemt~dian akan dipertilnbangkan 

oleh perusahaan pembiayaan dengan mengevalu~sl kelayakan pemberian 

pinjaman pcnibiayaan bagi caloli konsi~~i ic~i  niisnln:/a dcligiln cara lncngirim 

- tim surveyor ke tempat tinggal calon konsumen. 

\ Apabi la menurut pertim bangan perusahaan pen1 biayaan bahwa calon 

konsumen layak untuk mendapatkan pembiayaan maka perusahaan yang 

bersangkutan akan memanggil dan menghubungi calon konsumen. Apabila 

terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan 

yang bersangkutan mengenai isi perjanjian tersebut n~s.ka lahirlah perjanjian 

pembiayaan konsumen. 

Tahap kontraktual untuk terjadinya perjanjiali pen~biajaan konsun~en 

tidak cukup dengan kata sepakat saja, tetapi kesepakatan para pihak tersebut 

diwi~judkan dcligali pcnandalanganan pcrjali-jian olc!i para pihak. l la1 i ~ i i  

disebabkan dalam praktek perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dengan 

formulir perjanj ian yang telah disiapkan perusahaan p e n  biayaan konsumen. 

Model pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak didalamnya yaitu 

pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan piliak suplier. I lubungan 

antara pihak konsumen dengan suplier adalah hubungan jual beli. Antara 

pihak perusahaan pembiayan dengan si~plier tidak ~nempunyai hubungan 

khusus kecuali pihak perusahaan pembiayaan rrerupakan pihak yang 



disyaratkan dalam transaksi jual-beli antara korlsurnen dengan suplier. 

Sedangkan hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual yang dalam ha1 ini adalat! perjan-jian pembiayaan 

konsumcn. 

Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur secara khusus dalam 

undang-undang namun li~nbul dan bc~.kcmbang dilla~n ~nasyarakal. Schingga 

bentuk perjanjian pembiayaan konsumen juga tidak ditemukan pengat~rannya 

, dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pasal 13 ayat 1 

keputusan Menteri Keuangan R1 no. 125 11KMK. 01311988 tentang ketentuan 

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayam disebutkan bahwa contoh 

perjanjian yang akan digunakan oleh perusahaan penbiayaan menjadi syarat 

yang harus dilampirkan dala~n permohonan usah(3 lembaga pembiayaan 

kepada Menteri Keuangan. 

Kalau hanya semata-mata nicndasarkan dati ketentuan pasal 13 ayat 

(1) tersebut maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa peraturan tersebut 

memang menghendaki bahwa pe~jan-jian pcmbiayaan konsumen harus dibuat 

secara tertulis. 

Perjan.jian pembiayaan konsumen dapat dibuat baik secara tertulis 

maupun secara lisan seperti sebagian besar perjan.jian yang terdapat dalam 

KUH Perdata, selama belum ada pengaturan yang tegas tentang itu. Dalam 

prektek perjajian pembiayaan konsumen memang lebih banyak dibuat dalam 

bentuk tertulis, bahkan mungkin tidak ada atau sangat sulit menemukan 

perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk tidak tertulis. Kecenderungan 



untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen secara tertulis berkaitan 

dengan perlindungan kepentingan para pihak da.lam perjanjian dan fungsi 

perjanjian pcmbiayan konsurncn ilu sendiri yaitu: 

a. Perjan-jian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjan.jian pokok, 

artinya perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang 
.... . 

menentukan batal atau tidakriya per:jari.jian lain yang riiengikutinya scperli 

perianiian jaminan fidusia. 

, b. Perjanjian pembiayaan konsuinen yang dibuat secara tertulis berfungsi 

sebagai alat bukti mengeiiai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara 

para pihak yang membuatnya: 

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis 

memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mambuat perjanjian tersebut 

dalam ben.uk akta dibawah tangan atau akta otcntik sepanjang belum ada 

ketentuan yang mengaturnya secara tegas. 

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat 

irmuln ynng bcrwcnarig 111ituk itu ditchpat dimani~ akta it11 dibilat. Pasal 1870 

KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik niemberikan diantara para 

pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari 

mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yarig dimuat didalaninya. 

Berdasarkan rumusan pasal ini dapat bahwa akta ot.entik merupakan alat bukti 

yang kuat dan meletakan beban pembuktian pada orang yang menyangkal 

kebenaran akta otentik tersebut. 



Akta dibawah tangan mcri~pakan akta yang dibuat oleh para pihak 

tanpa melibatkan pegawai ulnum atau pejabat yang belwenang. Akta dibawah 

tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila -pihak yang 

menandatangani akta tersebut mengakui tada tangannya dalaln a h a  tersebut. 

Apabila ada orang yang ,menyangkal isi dan tanggal akta dibawah tangan, 

maka pihak yang menandatangani harus membuktikan kebenaran isi dan 

tanggal akta. 

\ Mengenai isi suatu perjanjian pembiayaan konsumen biasanya telah 

ditentukan sedemikian rupa oleh pihak pemberi dana pembiayaan dan 

dituangkan dalam formulir perjanjian, sehingga datam praktek perjanjian 

pembiayaan konsumen cenderung mengarah menjadi perjanjian standar. 

Pada saat ini, hal-ha1 atau ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen masih berbeda-berbeda antar11 perusahaan pe~nbiayaan 

yang satu dengan perusahaa~l pe~nbiayaan yang lain. Namun, secara garis 

besar suatu perjanjian pembiayaan konsumen biasanya memuat minimal hal- 

ha1 sebagai berikut: 

a. Jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan 

kepada konsumen; 

b. Obyek perjanjian pembiayaan konsumen yaitu spesifikasi barang yang 

dibiayai dengan cara pembiayaan konsumen; 

c. Jangka waktu dan cara pembayaran angsuran; 

d. Peniltilpan asuransi; 

e. Denda Keterlambatan; 



f. Wanprestasi dan A ki batnya; 

g. Uiaya Administrasi. 

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, yaitu pihak 

pcr~~snlinan. pihak konsr~rncn d;ln pi11;rli s t~l~pl ic i  I';lril pillilk 111~111pt11iyiii 

hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya dalam suatu transaksi 

pembiayaan konsumen.'" 

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen 

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual dalam ha1 ini kontrak pembiayaan konsumen 

dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur d a ~ i  pihak penerima biaya 

(konsumen) sebagai pihak debitor. Pihak pemb.:ri biaya berkewajiban 

untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, 

sementara pihak penerima bia)a (konsumen) berkewajiban untuk 

membayar kembnli uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi 

biaya. 

Hubungan kontraktual antara . .  . pihak penyedia dana dengan pihak 

konsumen adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan 

tentang perjanjian kredit dalam KUH Pe!.diita berlaku. Sementara 

ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara 

yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak 

bank, sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan. 

2. Hubungan pihak konsumcn dcngan supplicr 

Abdul khadir Muhammad, op citt, hlm 165. 



Hubungan antara pihak konsumen dengm pihak supplier terdapat 

suatu hubungan jual beli dalam ha1 ini jual bcli bcrsyarat, dimma pihak 

supplier selaku- penj ual, menj ual barang kepada pihak konsumen selaku 

pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu 

pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai a r ~ i  bahwa apabila karena 

alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya 

- maka jual beli antara supplier dengan pihak kon,;umen sebagai pembeli 

\ akan batal. Hubungan kedua belah pihak tersebut diatas adalah hubungan 

perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang masih 

relevan berlaku diantaranya : kewajiban menanggung dari pihak penjual 

setelah perjanjian jaul beli tentang garansi. 

3. Hubungan penyedia dana dengan supplier 

Hubungan antara pihak penyedia dana dan pihak supplier 

(penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukun~ yang khusus, 

kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu 

syarat untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam pet-janjian jual beli 

antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Oleh karena itu jika pihak 

penyedia dana wan prestasi dalam menyediakan dananya, sementara 

kontrak jual bcli maupiln kontrak pcmbinyaan konsumcn tclah selesai 

dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan 

batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana 

karena wan prestasi. 



B. Penyelesaian Wanprestasi .Jaminan FidusAa Pada Perusahaan 
clnance Pembiayaan PT. Multindo Auto T' 

1. Hak (Ian Kcw:~jiban P~II-;I l'i l~nlt 

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang 

bersifat ti~nbal balik yang mcni~iibulkari liak dan kcwajiban dari ~nasing- 

masing pihak dimana kewajiban salah satu pihak merupakan hak dari 

pihak lain. Pihak perusahaan pelnbiayaan berhak untuk menerima suatu 

prestasi dari pihak konsurncn, telapi sebalik~ya pihak perusahaan 

pembiayaan juga lnempunyai kewajiban untuk  ~ne-nenuhi prestasi kepada 

nasabah seperti yang tclah dijan-jikan. 

Perjanjian pelnbiayaan konsumen antara PT. MLILTINDO ALITO 

FINANCE dan konsumen merupakan perjanjian tertulis yang dibuat 

dengan menggabungkan antara perjanjian pembiayaan konsumen dan 

.jaminan fidusia. Dengan demi kian dalam perjanj ian itu PT. MULTJNDO 

AUTO FINANCE bertindak sebagi pemberi dana pembiayaan sekaligus 

menjadi penerima jaminan fidusia dan konsurnen sebagai penerima 

bantuan dana pembiayaan sekaligils menjadi pelnberi jaminan fidusia. 

Dalam pcrjanjian pcmbiayaan ilu hanya discbulkan hal-ha1 yarlg 

berkaitan dengan kewajiban konsumen saja sedangkan hak-hak dari 

konsumen tidak dibicarakan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dapat disimpulkan pada saat terjadi negoisasi atau pada tahap 

prakontraktual antara konsumen dengan PT. MULTINDO AUTO 

FINANCE. 



Adapun hak dan kewaj iban para pihak dalam perjanj ian 

pe~nbiayaan konsumen it11 adalah: 

I. I-lak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen. 

a. IHak Perusahaan Pembiayaan Konsumc~~ 

I ) Mcmperolch pcmb;~yaran uang tni~ka 

2) Memperoleh pembayaran uang administrasi 

3) Memperoleh jaminan berupa BPKY . .r- 

4) Mendapatkan pembayaran angsuran tepat pada waktunya 

5) Mengenakan denda keterlambatan pembayaran 
. .  . 

6) Menetapkan esarnya pelunasan dimclka yang harus dibayar 

7) Memperoleh laporan tentang keadmn kendamn dari nasabah 

8) Memperoleh kuasa dari penerima dsnz pembiayaan 

Dalam pengetman denda keterlambatan pembayaran, 

pihak perusahaah pembiayaan telah ~ncnentukan berapa besarrrya 

denda atas keterlambatan tersebut yang dihitung setiap hari 

keterlambatan dan harus dibayarkan oleh konsumen dengan cara 

dikalikan dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan untuk 

setiap bulannya. 

Penetapan besarnya pelunasan dirnuka yang harus dibayar 

oleh konsumen telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan 

sesuai dengan jenis dan tahun pem.buatan kendaraan. Pada 

perusahaan pembiayaan PT MULT!NI)O AUTO FINANCE 



penetapan in i  tidak masilk dalam perjanjian tetapi telah ditentukan 

hcsnrnya scsuai dcngati I<cadaan kendaraan. 

Mengenai laporan tentang keadaan kendaraan yang ada 

pada nasabah harus diberikan sesitai dengan keadaan yang 

sc l~c~i :~r~iya  tlari hc~itli~railti yaiig hcrs;\ligk.~~an. I ,ilporilti tlihcrihan 

setiap bulan atau setiap ~nelakukan pemhayaran angsuran. 

Dalam ha1 pihak perusahaan rne~ierima kuasa substitusi 

dari nasabah, pihak perusahaan dapat me!akukan perbuatan tertentu 

tanpa meminta persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Keadaan 

ini dapat terjadi apabila konsumen tidak ~nelunasi sebagian atau 

seluruh hutangnya atau tidak mement h kewajibannya menurut 

ketentuan dalam perjan.jian, maka pihal: ,>erusahaan berhak untuk 

mengambil kendaraan yang dijadikan jaminan itu dimanapun dan 

ditempat siapapun bel-ada. 

b. Kcwaj iban Pcritsahaan Pctii biayaan Konsunicn 

1 )  Menyerahkan Kendaraan kcpada K o ~ ~ ~ l l r n e n  

Sctelah tcrjadi kontrak antara pihak perusahaan dengan 

konsumen, perusahaan pembiayaan akan segera menyerahkan 

kendaraan yang diinginkan oleh nasabahnya sesuai dengan 

yang telah diperjanjikan melaui dealer yang ditunjuk oleh 

perusahaan. Dalam pembiayaan ini uar,g pembiayaan langsung 

diserahkan kepada dealer tanpa niclalui konsumen terlebih 

dahulu. Perusahaan menyerahkan suaat pesanan pembelian 



kcndaraan kcmudial1 clcalcr nlclnb~ra!. sirrat pcrinlali bayar, 

membuat surat pernyalaan dealer dan surat pernyataan keaslian 

2) Menyerahkan Surat yarig ada Hubunginnya dengan kendaraan 

Surat yang dimaksudkan disini adalah Surat Tanda 

Nolnor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang bersangkutan. 

Penyerahan S'FNK ini tidak bersarnaan dengan penyerahan 

mobilnya karena harus menunggr~ proses pembuatan dari 

kepolisian dan setelah selesai segera dikirim oleh perusahaan 

kepada konsumen. 

3) Menyerahkan BPKB setelah seluruh angsurannya dilunasi. 

Kewajiban perusahaan pentbiayaan setelah nasabah 

melunasi seluruh hutanpya adalah menyerahkan BPKB 

sebagai bukti bahwa kendaraan itu telah menjadi milik nasabah 

seutuhnya dengan cara terlebih dahulu nasabah menunjukan 

kuitansi pelunasan angsuran dan kartu pembayaran. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

a. I-lak Konsumen 

1) Menerima kendaraan yang telah dipe jsiljikan 

2) Menerima BPKB setelah seluruh angsilran lunas 

3) Memperoleh sisa kelebihan pembayaran asuransi 

I-lak untuk memperolcli sisa /kclebihan pcmbayaran 

asuransi te jadi dalam ha1 hilang atau musnahnya kendaraan yang . 



dijadikan sebagai jaminan. Dalam ha1 ini P-? MULTINDO AUTO 

FINANCE berhak i~ntirk mcngurus d m  n~r:ng;!iukan claim ganti 

r ~ ~ g i  sctclilli mendapat laporan dari konsumc~i ~ncngcnai kehilangan 

tersebut. Atas claim dari perusahaan itit pihak kantor asuransi 

kcmudian melakukan survei terhadap kehilangan yang dilaporkan 

itu. Apabila claim itu diterima dan hasilnya setelah dikurangkan 

dengan sisa angsuran yang masih harus dibayarkan ternyata 

terdapat sisa maka sisa itu menjadi hrik dari konsumen, tetapi 

apabila masih kurang rncn-jadi tanggu~~gan konsumen untuk 

mclunasinya. 

Dalam ha1 barang yang dijadikan jaminan musnah atau 

hilang maka dengan selesainya perhitungan atas claim dan 

cliiullilsillya Il~lallg-l1i11:11lg S C ~ ~ I I . I I ~ I I I Y L ~  [ ) C : I : ; ~ I , ! ~ ~ ; ~ I I  ~ ) ~ t l l l ) i i ! ~ i l i l ~ l  i t i l  

berakhir dengan sendirinya. 

b. Kewajiban Konsumen 

1 )  Melengkapi Persyaratan yang Telah Diteqlukan 

Dengan memberikan pandangan kepada konsumen PT 

M UL'I'INDO AU'I'O FINANCE meunberi kan persyaralan yang 

harus dipenuhi oleh konsumennya, :Jar! Iianya konsumen yang 

memenuhi syarat-syarat saja yang akan diproses lebih lanjut 

untuk memperoleh dana. 

Konsumen dalam mengajukan kreditnya harus 

mengisi formulir permohonan kredit yang berisi jenis jaminan, 



bulan pinjaman, pc~nbayaran angsuran, data pribadi untuk 

perorangan dan data peri~sahaan 11nt~;k badan usaha alamat 

yang bisa dihubungi, data penghasilan, kekayaan pribadi, 

candatangan pemohontpenjamin, fasilitas kredit isinya kalau 

ada, referensitpen-jamin, data ja~ninarlkendaraan, data asuransi, 

data pinjarnan dan nngsuran serla cap dan tandatangan 

perantara. 

Bersama formulir pemohan kredit itu pemohon yang 

mengajukan kredit kepada PT. MULT'INDO AUTO FmANCE 

harus melampirkan persyaratan ~endukungnya. Pada 

perusahaan pembiyaan PT. MLILTINDO AUTO FWANCE 

konsumen yang mengaiukan pendanaul~ dibagi menjadi (4) 

macam yaiti~ pcrorangan, usaha pcrorangan, profesi, dan badan 

hukum dimana masing-masing mempunyai persyaratan yang 

berbeda yaitu: 

a) Perorangan 

Persyaratan yang harus .dipenuhi untuk pemohon 

1) Foto copy KTP pemohon dan suamitistri 

2) Foto copy kartu keluarga 

3) Keterangan penghasilan 

4) Foto copy rckcriing kornnttabungni~ tign bulnn tcrakliir 

5) Foto copy kelengkapan izin trayek 



6) Foto 2 buah (3 x 4) 

b) Usaha Perorangan 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk usaha perorangan 

adalah: 

I )  Foto copy KTP pcrnohon dan si~arnii istri 

2) Foto copy kart11 keluarga 

3) Foto copy rekening koranltabungan tiga bulan terakhir- 

4) Foto copy surat izin perdagangan 

5) Foto copy akte kelengkapan izin trayek 

6) Foto copy ~ o m o ;  Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

7) Foto copy laporan keuangan 

8) Foto 2 buah (3 x 4) 

c) Profesi 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konsulnen yang 

mempunyai usaha profesi adalah: 

I )  Foto copy K'I'P pclnohon (l ; l~i  s\~;~llli/ist~.i 

2) Foto copy kartu keluarga 

3) Keterangan penghasi Ian 

4) Foto copy izin praktek 

5) 1:olo copy nklc kclcngkapul~ iy.in 11.:1yck 

6) Foto copy   om or Pokok Wajib Piijak (NPWP) 

7) Foto 2 buah (3 x 4) 

d) Badan Hukum 



Pcrsyaratan yang harus dipenuhi untiik konsumen yang 

berbenti~k Badan Hukum adalah: 

1) !:oto copy K'I'I' Uirektur, komi~iris ,  dan atau yang dibcri 

kuasa 

2) Foto copy rekening koranltabungan tiga bulan terakhir 

3) Foto copy surat izin usaha perdagangan 

4) Foto copy akte kelengkapan izin .iiayek 

5) Foto copy akte pendirian dan perubahannya 

6 )  Foto copy TDPITDR 

7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

8) !+to copy laporan kcuangan 

9) Foto 2 buah (3 x 4) 

Sctclah mclcngkapi pcrsyaratan itu konsumen 

kemudian mengisi formulir permohonan survey yang 

dimaksudkan bahwa konsumen bersedia disurvey tentang 

keadaan dan keberadaannya dimasyarakata yang meliputi 

Character, Employment, Identitymesidence, Colateral, 

Income. Kalau kelimanya dapat dipenuhi oleh pemohon 

maka permohonan kreditnya akan diterima. 

Membayar Uang Muka 

Pemberian kredit kepada konsumen perusahaan akan 

menti~kan besarnya uang muka yang harus dibayarkan oleh 

konsumen saat penandatanganan konl~ak. Pembayaran uang 



muka in i  harus dibayarkan secara tunai yang besarnya 

d isesuaikan dengan jenis kendaraan. 

3) Membayar Uang Administrasi 

Konsumcn w:Qib mernbayar amg adrninistrasi kepada 

perusahaan sebagai pengganti biaya-biaya yang telah 

d i keluarkan oleh perusahaan selama proses persiapan kontrak 

sampai pada penandritanganan kontli~k. Biaya-biaya itu antara 

lain adalah biaya pelnbuatan formulir permohonan kredit, biaya 

formulir pcrmohonan survey. dan biaya survey yang dilakukan 

oleh surveyor perusahaan. Untuk biaya survey, apabila jarak 

survcy diatas 35 km ditambtih I)iaya survey scbcsar 

Rp.100.000,00. Selain itu biaya administrasi akan dibayar oleh 

konsi~mcn kalai~ tcriacli tunggakan clan tclah ditagih oleh 

kolector, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk tagihan dalam 

kota adalah Rp.6500,00 dan Rp. 10.000,r30 untuk luar kota. 

4) Membayar Angsuran Tapat Pada Waktilnya 

Pembayaran ini  dilakukan oleh konsumen berdasarkan 

atas kesepakatan dari kedua pihak yaitu sesuai dengan jangka 

waktu angsuran. Lalnanya angsuran dapat bcrvariasi yaitu 12 

bulan, 24 bulan, 36 bulan, atau 1ebi;l lama lagi tergantung dari 

kese pakatannya. 

Pada perusahaan pembiayaan PT MULTINDO AUTO 

FINANCE terdapat kartu angsuran nasabah yang berisi No. 



Pin-jaman, Tanggal Pembayaran angsuran tiap bulan dan 

besarnya pembayaran angsuran pertama. Dengan kartu 

-angsuran nasabah itu dapat diketahui tanggal angsuran untuk 

setiap bulannya sehingga apabi la mgsuran dilakukan setelah 

lewat tanggal tersebut akan dikenaian denda untuk setiap hari 

keterlambatan. 

5 . )  Merawat dan Memelihara keutuhan Kendaraan 

Selama masa pinjaman belum selesai berarti kendaraan 

yang dibeli itu masih menjadi jaminai? atas hutangnya kepada 

perusahaan. Pada masa ini korrs~nien harus rherawat dan 

memelihara keutuhan kendaraan itu dan bertanggungiawab atas 

semua resiko yang terjadi baik karena kesengajaan ataupun 

karena ketidaksengajaan. 
. . 

6) Me~gansuransikan Kendaraan 

Untuk menjamin agar utang dapat dibayar oleh 

konsumen selain telah dibebani dengan jaminan tidusia 

kendaraan itu juga harus diasumnsikan oleh konsumen ke 

kantor asuransi. Asuransi yang dig,unakan oleh perusahaan PT. 

MULTINDO AUTO FINANCE adalah jenis TLO dengan 

tingkat kerugian sebcsar 75% kcatas. Lama asuransi salna 

dengam lamanya pembayaran tur.ggakan karena tujuan dari 

perusahaan adalah ilnti~k ~nenghindari kerugian apabila 



kcndaraan yang di.i;iiiiinkan i t i i  l i i l a ~ i ~  atnu musriali scbcluin 

angsurannya lunas. 

7) Tidak Menjual, mmjaminkan, atau memindah tangankan 

kcpada pihak lain. 

Agar mudali dalam melakukar~ eksekusi dan untuk 

mernberikan hak istimewa kepada perucahaan atas kendaraan 

yang dijaminkan itu konsulncn tidak dipcrbolehkan menjual, 

menjaminkan, atau meinindah tangank~n kepada pihak lain. 

Bila ha1 itu terjadi tanpa sepengetahuan perusahaan dan terjadi 

tunggakan sehingga perusahaan ~nengetahui keberadaan dan 

kcadaun kcndnr;~i~n, n1i1ki1 purusi~hiion : ~ t ; ~ s  k~iils;~ k o ~ ~ s ~ i i n c i ~  

melalui hak substitusi seperti itu dan ~nengeksekusinya untuk 

di konpensasikan dcngan h~rtang yang belum dilunasi. 

8) Menyerahkan BPKB Sebagai Bukti jaminan 

Jaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan 

PT MUL'TINDO AU'I'O .- . , 1-INANCE jaminan lidusia. Oleh 

karena itu penyerahan jaminannya secara constitutum 

possessorium berarti barang jaminan tetap ada pada konsumen 

dengan status pe~ninjam pakai. Untuk memberikan kepercayaan 

kepada perusahaan ?;aka konsumcn menyerahkan BPKB 

kendaraan tersebut sebagai bukti jaminan. 



2. Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiaya.an Kosumen dan 
Penyeral~;~n .Jaminan rc'idosia patla Perosairaan Pembiayaan PT. 
MULTINDO AUTO FlNANCE 

Perjanjian pembiayaan konsumen dan penyerahan jaminan fidusia 

1 

merupakan per-jan-jian standar, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada 

-di.':l!r.m perjanjian tersebut telah diatur sedemikian rupa agar tidak 

merugikan perusahaan. Mengenai keadaan dimana konsumen dinyatakan 

wanprcslasi l"1' MIJ I .I'INr)O AI'J'I'O I:INANCE Lclah tncngalurnya - dalarn 

ketentilan dan syarat perjan.jian wanprestasi dinyatakan telah dilakukan 

oleh konsumen apabila konsumen telah memenuhi ketentuan yang terdapat 

dalaln pasal 4 perjanjian pembiayaan konsumen yang terdapat dalarn 

lampiran.. 

Pembiayaan mengenai wanprestasi, pcnulis rnembatasi pada satu 

jenis wanprestasi yaitu apabila kendaraan jaminan tersebut dikuasai oleh 

pihak kcliga scbclu~n angsur-an lunas lanpa pcr:;cti!juan dari pcrusahaan 

pembiayaan PT MULTINDO AUTO FINANCE. 

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Benda Jaminan yang 

dikuasai Oleh Pihak Ketiga 

Bcrdasarkan hasil wawancara (lipcroli:h kctcrarlgan bahwa dari 

ketiga kasus wanprestasi itu perusahaan mengetahlri kalau kendaraan telah 

dikuasai oleh pihak ketiga pada saat menarik kendaraan yang dijadikan 

jaminan karena debitor telah wanprestasi. P? MULTINDO AUTO 

FINANCE tidak menarik kendaraan yang ada dalam kekuasaan pihak 

ketiga apabila debitor dalam membayar angsuran tetap lancar, tetapi kalau 

sampai angsuran macet dan barang jaminan ada pada pihak ketiga 



perusahaan PT MUI,TINDO A11'1'0 I-INANCE mengambil langkah yang 

tegas alas tindakan debitor. I.angkaIi-langkah yang ditcmpuli oleh PT 

MULTINDO AUTO FINANCE adalah sebagai berikut: 

Apabila debitor telah meniltilp s e~n i~a  perjitn-jian dengan 

penandatanganan, penyerahan ilang muka. dsn telah diterimanya 

pcnyeralian kendnraan dnri dcnlcr yang ditiln.jr~k oleh PT MIII,TINDO 

AU'I'O I;IIUANCIX 11iirki1 scjah bulan it11 bcrtkutriyi~ clcbitor mulai 

\ ~nembayar angsurannya kepada P'T MU LTINDO A UTO FINANCE. 

I)alani mc~iil>ayar al\l:vIr;lllliy;l cict>i:or y;lng 1n~tig:lli1111i 

keterlambatan pernbayaran angsuran kurang dari 5 hari sejak tanggal jatuh 

tempo belum dikcnai denda keterlambatan. Setelah mencapai 8 hari sejak 

kcterlambatan baru dikc~iai dclltla olcli 1 " l '  M A  I: )laIlg hcsurnya 21000 (dua 

permil) setiap harinya dan kalau sampai 14 hari seiak tanggal jatuh tempo 

belum membayar lnaka merupakan angsurarl yang wajib. tagih. Atas 

tagihan dari petugas bagian penagihan itu akan diltenakan biaya tagihan. 

Bila keterlambatan itit telah diberitahiikan oleh MULTINDO 

AUTO FINANCE oleh debitor secara baik-baik tetapi tidak pernah 

diperhatikan dan keterlalnbtannya it11 tclah mencapai jangka waktil 5 

bulan maka PT M ULTINLIO FINANCE mclalui petugas bagian pcnagihan 

mendatangi debitor ilntuk ~nelakukan negosiasi yang terakhir kalinya. 

DaIam negosiasi PT MULTINDO AUTO F1NAKC:E memberikan 

alternatif apakah debitor tetap menguasai kendaraan dengan konsekwensi 

membayar semua tagihan atau .kendaman jaminan yang ada pada debitor 



itu ditarik untuk meli~nasi scluruh hulang. Saat terjadi negosiasi itu 

petugas menanyakan keberadaan kendaraan jaminan it11 kepada debitor 

dan baru dikctahui. Olch pihak PI- MUL'I'INDO AUTO FINANCE kalau 

kcndaraan itu lelali dikunsai olch pilink !cctiga. -Dcngan dikuasainya 

jaminan oleh pihak ketiga PT MULTINDO AUTO FII'dAlVCE 

menganggap bahwa debitor telah memilih kendaraan jaminan ditarik dari 

kekuasaannya untuk mclunasi ~eiuruh hulangnya. 

Sehari setelah diketahui keberadaan .cendaraafi itu petugas yang 

ditun.juk olch PT MIJ1,TINDO AIlTO FINANCE menandatangi pihak 

ketiga yang menguasai kendaraan jamimn itu. Sebelum melakukan 

penarikan kendaraan dari pihak ketiga pe'.ugas bagian penagihan itu 

lnclllbcrikan pcrlgcrtia~l kcpada pillak kctiga bal~wil kcndaraan yang 

dikuasainya itu merupakan barang yang ada dalam jaminan untuk 

pelunasann suatu hutang, -oleh karenanya pihak ketiga tidak berhak untuk 

memilikinya karena merupakan tindakan pelanggaran hukum. Atas 

pengertian yang diberikan petrigas it11 pihak ketiga bisa menerima 

walaupun dengan berat hati karena telah merasa dirugihan oleh debitor. 

Pada saat menarik kendaraan dari pihak ketiga pihak PT MLTLTINDO 

AUTO FINANCE menunjukan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh 

debitor yang berisi pemberian' kuasa kepada PT MAF untuk mengambil, 

menyimpan, menjual, dan menerima hasil penjualan barang jaminan 

apabila debitor wanprestasi. Guna keperluan tersebut PT MULTINDO 

AUTO FINANCE berhak unllik memasuk.i ruangan tempat tinggal atau 



kantir, debitor atau tempat lain dimana kerrdaraan itu berada guna 

mengambil kendaraan tersebut dari debitor atau pihak lain yang 

menguasainya. 

Kendaraan yang telah dikuasai oleh PT MULTINDO AUTO 

FINANCE tidak segera dijual tetapi masih rnemberikan kesempatan lagi 

kepada debitor untuk melunasi hutangnya da!am jangka waktu 14 hari 

dihitung mulai hari berikutnya setelah penarikan. Apabila dalam jangka 

waktu 14 hari debitor tidak dapat melunasi seluruh hutangnya maka 

kcndari~an ilu i~kiln dicksckr~si dcngi~n cara di,iual melalui pclelangan 

umum. . ... 

1'1' MUI,'I'INDO AU'I'O I:INANCI: ~nc:ngi~mumknn pelclangan ilu 

dalam dua ~iiedia lnasa yang lcrbit didaerah tc.rsebirt. sat11 minggu setelah 

pengumuman itu kemudian dil:lksanakan pelelangan untuk umum. Dalam 

pclclangmn ilu tclali ditclilr~kan Iiarga tlasar yan;; ~iicsul~akn~i laksisan liarga 

atas kendaraan pada waktu diadakan pelelangan. Dalam pelaksanaan 

pelelangan dipilih harga tawaran tertinggi yaiig kemudian dituliskan dalam 

kuitansi kosong yang telah ditandatangani oleh debitor pada waktu 

menutup perjanjian. 

I-lasil dari pelelangan ilu digunakan unttmk mcnutup scluruh hutang 

yang belu~n dibayar dan apabila ada sisa dikembalikan kepada debitor 

tetapi kalau kurang masih ierupakan bebari debitor untuk melunasi 

kekurangannya itu. 



BAB IV 

I'ENUTUP 

A. Kesirnpulan 

Berdasarkan pelribahasan yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat 

ditarik suatu kesimpulkan: 

1 .  ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen 

; dengan jaminan fidusia yaitu pihak perusahaan, pihak konsumen dan pihak 

supplier, hubungan hukum antara pihak kredit;lr dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual, hubungan antara pihilk konsumen dengan supplier 

adalah hubungan jual beli, sedangkan hubungan antara penyedia dana 

dengan supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus hanya 

sebagai penyedia barang. 

2. Dalam ha1 debitor wan prestasi dimana barang jaminan dikuasai oleh 

pihak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance mengirim petugas dari 

bagian penagihan untuk mengambil kendaraan dan berhak untuk 

memasuki ruangan, te~npat tinggal atau kantor atau tempat lain dimana 
. , . . .. . 

kendaraan tersebut berada. Nak yang dimiliki oleh PT. Multindo Auto 

"insnce tersebut dapat dilihat pada surat kuasa yang ditandatangani leh 

debitor yang berisi pc~nbcriall kuasa kcpada 1'1'. Multindo Auto 1;inancc 

untuk mengambil, menyimpan; menjual dan menerima hasil penjualan 

barang jaminan tersebut 'untuk melunasi hutang debitor pada waktu 

menutup perjanjian. 



B. Saran 

Perkembangan usaha pembiayaan konsuinen yang scniakin pesat di 

masyarakat maka perlu adanya peraturan yang lebih tegas guna memberikan 

periindungan Icrhadap pcligguna jasa. Disisi  lain guna ~ne~icegali kerugia yang 

besar sebagai akibat ulah konsumen yang tidak beritikad baik, sebaiknya PT. 

Multindo Auto Finance lebih selektif dalam :n:~l~ntukan calon konsumen 

yang akan diberi dana pembiayaan agar perniasalahan wan prestasi dapat 

\ ditekan seminimal mungkin, sehingga tidakmerugikan usaha dari lembaga 

pcmhinyiri~n konsr~mcn. 
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TABEL PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) 

TENOR BIAYA ADMINISTRASI (Rp) 

JENIS 
(EN DARAAN 

NGAN 
1 administrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya adrninistrasi ditarnbah Rp.100.000,- 
li asuransi dibayar tunai 
asi dibookingldicairkan untuk jenis kendaraan angkot dan rnikrobus sampai dengan surat kendaraan selesai : STNK 
, ijin trayek, sedangkan untuk jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, pick up dar~ truk berdasarkan fotocopy pengajuan 
Ir dari authorized dealer yanq bersangkutan 

IRATAN UMUM UNTUK PENGAJUAN KKB 
pernohon pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah rnenikah dan rnaksimum 60 tahun 
:opy KTP pernohon dan istrilsuarni serta kartu keluarga 
ning pernbayaran PBB, PLN atau TELP 
laji atau fotocopy buku tabungan bagi pegawai/karyawan, surat ijin praktek bagi yang berprofesi sebagai dokter 
Isurat keterangan usaha/TDP/NPWP, totocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta 
pendirian perusahaan, SIUP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badan usahalperusahaan 

UANG 
MUKn(O/o) 

LEBIH LENGKAP HARAP MENGHUBUNGI: 
TINDO AUTO FINANCE 
lgelang KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman 
866210,867210, Fax. 0274 866211 

Service: Surveyor : 
Lidya w AClung 

Sutrisno 
Irfan S 
J hansorr 

TENOR - RATE (O/O) - I N  ADV i TENOR - RATE (%) - I N  ARR 
12 1 24 1 36 1 48 ,[ 12 1 24 1 36 1 48 

28 November 2005 

KETERANG, 

o m  
ing 



TABEL PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB) 

EFINANCE 
- ------ 

nistrasi dibayar tunai, jarak survey diatas 35 KM biaya administrasi ditambah Rp.100.300,- 
:ndaraan dilakukan PT. Multindo Auto Finance 
ansi dibayar tunai, asuransi all risk untuk sedan, jeep, minibus dimulai tahun 1398 
polisi " B " dilengkapi faktur asli 
laraan atas nama badan hukum wajib memiliki surat pelepasan hak dari badan htrkum tersebut 

3 

AAN 

- 

PREMI ASURANSI (%) 

ALL RISK T L 0 
3R BIAYA ADMINISTRASI (Rp) 

IN UMUM UNTUK PENGAIUAN KKB 
hon pada saat pengajuan KKB minimum 21 tahun atau sudah menikah dan maksimum 60 tahun 
TP pemohon dan istrilsuami serta kartu keluarga 
~embayaran PBB, PLN atau TELP 
au fotocopy buku tabungan bagi pegawailkaryawan, surat ijin praktek bagi yang berprofesi sebdgai dokter 
keterangan usaha/TDP/NPWP, fotocopy buku tabungan untuk swasta/wiraswasta 

rian perusahaan, SICIP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir bagi badan usahalperusahaan 

LAN 

LAN 

[LAN 

1 LENGKAP HARAP MENGHUBUNGI: 
10 AUTO FINANCE 
i g  KM.7,8 No.128 Sendangadi, Mlati, Sleman 
l10,867210, Fax. 0274 866211 

NON ASURANS 

TAHUN 
KENDARAAN 

Surveycr : 
Agung 
Sutrisno 
I r fan S 
Jhanson 

MINIBUS, SEDAN 
JEEP 

3.25 

6.50 

9.00 

UANG 
MUKA (%) 

MINIBUS, SEDAN 
JEEP, PICK UP 

1.25 

2.50 

3.75 

TENOR - RATE (010) - I N  ADV 

TR'JK, ANGKOT 
i'-IIKROBUS 

1.5 
3.0 

4.5 

12 

450,000 

550,000 

650,000 

KETERANGAN 
TENOR - RATE (%) - I N  ARR 

24 3 6 3 6 12 24 
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rap diisl dengan lengkap. 
tuk kelancaran proses pnilaian. 

No. Firjaman 
Jcnis Pin' nlan : - jangka Wakiu I- 

: q R n f i d n g  Pembelian Iurnlah fnjarnan : --- 
: q Perorangan Eaddn U s ~ h a  Sisd Pinynun - 
: 0 11 o I(  n.x n u  11 A I,C~III ~ ~ l n l ~ ~  

[J I ~ I , v I J ~  ,1111: 
--A+-- : U l)lln~lkr I ' A \ I I I I ~ S  KJIIII Krrdll .. .............. 

I :  -. No. : -- -- 
it0 : . 

Namr . . . - - 
Prrurdhrrn - - 
Alrlr~rl : 

'erninjam : -+ l'elp. 
: 0 bki-bki Perempuan Nama di rtas bersedid menjrdi : D Referemi D Prnjamin 
: C] Belum hienikah Q Veniitah P i s ~ h  

lgan : - (3ar.g 

- Tclp. - 
aha  : b h u n  

Telp. -- 
an : 0 WM q Asing 

Telp. - 

hIerkiTyp : 
jenis : q G d a n  q ] n p  q MB 0 PU 0 Truk q ......... 
No. Pdbi/No. BPKR : 1 
Tahun1Wrrr.a .- I 
No. hlesin'iChasis : / 
DPKB r l n  

Total Premi : . -- 
Te!p. 

O M m t u a l O T  U Saudara q Kawin O ................... .... ...... P. ]enis Ptrlanggungtn O b ~ k  Peminjarn : 
............... hfrw Prrlrngpur:grn : UIZ 2.1 0 .7h 48 0 

T a d  Arurrru~llh.  : -- E 
JumLh Pcrlanggungan : 
P ~ u l i  ASU~N!  

. . . . . . .  Premi Tarnbattan - - . ~  rbulur (sumitishi) : 
B i y r  Hidup Total P r e N  : 
h g s u t ~  b ~ y l  : 
S'iu Penghasi in : Pembayaran Premi : OTunai q Angsuran 

t i  : .- Tahun LUU: Nil~ i :  H a r p  OTR/laa\intn, : 
i i i  k d a r a m  : Satu Lebih dari rdtu Harga yang k l u l ~ w  : 

Uang Muk~ . - 1:::: 
?'*mu\ Pokok . - 
P i n p ~ n A r u r w v i  . -- 
Tot4 P h k  - - 
;u$f&;-..% - 

-- lkan semur  informasi yang diberikan d i  alas a o a l ~ h  Ixnar. 'Angrwan/Bln . - 
diberikan untuk lujuan permohonan kredit dan  dengar, ini sayr mtngiiinkan 
)O AUTO FINANCE unluk r n t n d a p r ~ k a n  dan  nlcmrrikrr rr luruh il~lornrrbi 
anldiperlukan.  

Pemohon, Tld. Penjdmin/Su~mi-lslri, 

Ian C a p  P e n r u b a n  
-- -- 

Narna Jela; dan  Cay. p e ~ s a h a a n  
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P : Pemohon dan lshi 1 Suami 
F : Direktur, Kornisaris dan atau yang diberi Kuasa 
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:nghasilan 
n Praktek , 

cening Koran/ rabungan 3 Bulan Terakhir 
.at Izin Usaha Perdagangan 

PEKORANCAN 

o 

o 
o 

o 

USAHA . 
PERORANGAN 

o 

o 

.- 

o 
o - 

te Kelengkapan lzin Trayek -- 0 

te Pendirian & Perub;:hamya 
0 

-- 
.-. 

0 

PITDR 
mor Pokok Wajib Pajak 
loran Keuangan 

4) 

0 

.- 

r, - 
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PROFESI 

o 

o 
0 

o 
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11[;Klj!A .- 

- 0 
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o 
o 
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SURAT PERJANJIAN 
- PEMBERIAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN SECARA FlDUClA 

Nornor : ............................................ .. ......... 

g bertanda tangan di bawah ini : 

lama: ............................. .. ........................................................................................... 
A.. )slam ha1 Inl bertindal: sebagal .................................. : ............. - .................... dari d a ~  

lleh karena Itu be:tindak untuk don atas nama PT. MULTalDO AUTO FINANCE. 
'ang berkeduduka~: di Sernarang, untuk selanjutnya disebut sebagci PlHAK PERTAMA. 

I"& : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... ........................................................................................................ ang beralama t di 

)al,am ha1 Ini bertindak untuk don atas,nama : .......................................................... 
ntuk selanjutnya disebut sebagai PlHAK KEDUA. 

3 ~ i h a k  menerangkan terlebih dahulu : 

ula Pihak Pertarna rnenyetujui untuk rnernberikan fasilitas pernbiayaan kepada Pihak Kedua 
 pa pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (untu'kselanjutnya disebut "kendaraan") - 
gan speslfikasi sek-oqai berikut : 

lerk / Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lo. Rangka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'0. Mesln .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
xnun .................................................................................................... 
larna .................................................................................................... 
0. Polisi .................................................................................................... 
.tas Nama .................................................................................................. 
alam Keadaan .................................................................................................. 

Na Pihak Pertama don Pii13k Kedua telah sepakat membcrci t Perjanjian Pembiayaan Kenda- 
r ini (selanjutnya disebut "Perjdnjian") dcngan ketentuon dcrn syarat-syarat sebagui berikut : 

Pasal  1 
JUMLAH PEMBIAYAAN 

40 Pihak Pertama don Pihak Kedua sepakat atas pernberian / penerirnaan Pembiayaan 
?but ditentukan sebagai berikut : 

................................................ lmlah pinjaman pokok berikut bunga adalah sebesar Rp. 
................................................................................................................................................. ) 
njaman tersebut diberikan untuk jangka waktu ...................................... 1.. Sulan sejak s ~ a t  
itanda - tanganinya perjanji~n ini. 
3mbayaran kembali dilakukan dalam ...................................... angsuran, yang dibayarkan 
,lambat-lambatnya pada .tari(]gal ............ ( ......................... ) setiup bulcnrvcr, don dirncllai 

.......................... ado ............................. den~an besar angsurar, Rp. ..................................... ( 

Pasal 2 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

3n)ic.n in1 berlaku untuk ...................... bulan lamanya. terhitung sejak tanggal ditanda- 
lani don berakhir pada tanggal ...................................... 

Pasal 3 ........ 



Pasal 3 
DEMBAYARAN KEMBALI 

a. Pihak kedua wajib rnembayar setia? angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentuka 
dalam perjanjian ini. 

b. Untuk setiap keterlambatan perrlbayaran angsuran baik sebagian maupun seluruh angsurc 
sebagaimana yang telah ditetapkcn. Pihak Kedua ~vcljib membayar kepada Pihak Pertam 
denda keterlambatan sebesar 2 perrr4il oerhari dari j~:mlah yang tertunggak. Yang dimaksu 
dengan keterlambatan tersebut adalah : 
1. Apablla Plhak Kedua terlambat membayar angsuien dari batas waktu yang ditentukar 
2. Apablla sampai batas waktu yang telan ditentukari rnembayar angsuran kurang dari jumlc 

yang dltentukan. 

c. Sernua pembayaran harus dilakukan kepadc don di kantor Pihak Pertama atau cabang 
Perwakilan Pihak Pertama berada, atau di tz-npat luin yang sewaktu-waktu ditentukan ole 
Plhak Pertama. 

d. Bagi Pelunasan Hutang lebih gwal. Pihak Kedcra harus rnembayar penalti sebesar 2.5 % d< 
slsa Jurnlah hutang pokok. 

e. Pembayarcln dengan cek 1 giro bilyet dianpgap  ah seLagai pembayaran apabila cek / gi 
bllyet tersebut telah dapat diuangkan. 

Pasal 4 
KEADAAN LALAl - a. Plhak Pertama berhak menagih seluruh tiutang Pihak Kedua secara sekaligi~s, tanpa pemb 

rltahuan terleblh dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pit~ak Kedua apcibila : 

1 .  Pihak Kedua lalal da!arn membayar angsuran berturl~t-turut selama duo bulan atau tidl 
memenuhl salah satu ke ter:tuan menuru t perjanjian in!. 

2. Jika Pihak Kedua dalam keadaan pcilit atau untuk penundaa,i pembayaran huta~g-hutangn. 
(surceance var, betallng) kepada lnstansl yang berwenang 

3. Apablla plhak Kodua monlnggal dunb atau mengambil keputuscrn untuk bubar (apabila Pih 
Kedua adalah suatu perseroan). 

4. Hartafkekayaan Pihak Kedua disita olet, Pihak lain. 

5. Apablla kendaraan jaminan tersebut dihuasai atau di,aminkan kepada pihak ketiga tan1 
mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahr~lu dari Pihak Pertama. 

6. Apabila Pihak Kedua dinyatakan di bawah pengampuan ('onder curatele gesteld') at 
karena sebab apapun Ydak berhak lagi melakukan tindakan pengurusan don pemilikan a 
harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya. 

7. Pihak Kedua tersar,gkut dalam suatu perkara pidona. 

b. Jlka Pihak Kedua tidal: rne;unasl sebagian atau selcruh hutangnya atau tidak memen 
kewajibannya menurut ketentuan dalam perjanjian ini. maka Pihak Pertama berhak don denc 
Inl diberl kuasa dengan Yak Substitusi oleh Pihak Kedua untuk mengambil dimanapun dar 
tempat siapapun kendaraan terssbut berada don menjual dengan perantara siapapun kendarc 
tersebut. Setelah kendaracln ditarik oleh Plhak Pertama, maka Pihak Pertama berhak per 
melaksanak.an penjualan atu: kendaraan yang diambiltersebut. Dan hasil penjualanakan d im 
untuk melunasl hutang Pihak Kedua. termasuk rnernbayar semua ongkos don pajck lainn 

Dan apabila ..  . 



\ 

pablla hasil penjualan ternyata masih ado sissnya. Pihak Pertama akan menyerahkan 
kepada Pihak Kedus, 5ebuliknya apablla uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi 
3 Plhak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua ietap berkswajiban membayar 
 tang tersebut kepada Pihak Pertama seldmbat-lambatnya dalam waktd duo minggu 
h pemberltahuan pi ha^ Pertamo kepada Pihak Kedua. 

I 

Pasal 5 
PEMBERIAN JAMINAN FlDUClA 

nenjamin pemba'f~rcln sell~ruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Plhak Pertama. 
tlmbul darl perjanjlcln Inl atau porjnnjian lainnya yang dlbuat 0101) Pihak Kedua don 

'eitama, maka Pltmk Kedua dengan lrll menyerahkan kepcraa Plhak Pertama Hak Mlllknya 
kepercayaan atas kendaraa~l yang spesifikasinya telah di.;ebutkan pada awal perjanjian 
lgan syaraLsyarat dan ketentuan-ketentuan sebagal berikut : 

Ing tersebut tetap dipegang oleh Pihak Kedua tefopi Pihak Kedua tidak lagl sebagal Pemillk 
alnkan sebagal peminjam pakai sajd.' 

~k Kedua berkewcjiban rnemelihara dengan sebaik-baiknya don secara rcltin akan 
~berlkan laporan tertulis I:epada Pihak Pertama mengenai keadaan kendaraun tersebut. 

i Kedua tldak menyewakan. meminjamkan. menjarnink3n atau memindah-tangankan - ~ d a  plhak laln. 

P a s a l  6 

A S U R A N S I  

no Jangka waktu pinjurnan atau selama perjanjian ini berlaku Pihak Kedua waJlb 
jasuranslkan jaminan terhadap kerusakandan bahaya lainnya dengan jumlah tanggungon 
dltetapkan Plhak Pcfama dun melalul perusahaan asurarisi yarlg dltunju~oleh Plhak Pertama 
an ketentuan Banker's Clause. 

ana terjadl kerusakan, atau r~dko lain padc kendaraan. maka Pihak Kedua harus segera 
~orkannya kepada perusahaan asuransl yang bersangkutan dengan tindasannya kepada 
Pertama. 

Kedua dengan Inl berJanji don rr.3ngikatkan diri untuk mengalihkan semua hak-hoknya 
timbul darl perJanJlan asuransl yang akan ditutup kemudian, untuk tambaban Jamlnan 
pembayaran kemball Pl'lak Kedua sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian Ini. 

Pasa! 7 
PENYERAHAN KEMBALl 30KUMEN JAMINAN 

lrnlnqn berbentuk surat-surat pemillkar. kc-ndaraan (BPKB) don faktur akan diserchkan 
3leh Plhak Pertama kepcda Pihak Kedua apabila selurch hutang Pihak Kedua kepada 
tama telah dibayar lunas don akibatnya segala kuasa - kuam yang diberikan Pihak Kedua 
Plhak Pertama dalam perjanJlan ini menJodi batal dengun sendirinya. 

Pasal 8 ........ 
CI 
L* 

___I_.- _ --- 
_ . , _.__--. - - -.-- ----r-- ----. I 

- . .  



Pusa; 8 
HAL - HAL LAIN 

;emu0 kuasa tersebut dalam perjanjian in1 tldak dapat ditarlk kembali, serta tldak berakhlr 
:arena sebab - sebab yang tercantum dl 'dalam pasal 181 3. 181 4, don 181 6 kitab Undang 
Undang Hukum Perdata, maupun.ka:ena alcsan apapun, selama Pihak Kedua maslh 

nempunyal hutang kepada Pihak Pertama, atau belum memenuhl semua kewajlbannya 
ehadap plhak Pertama. 

iepanjang mengenai pengakhlran dari perjanjian. Pihak Kedua dengan Inl rnelepaskan Pasal 
266 don 1267 Kltab Undang - Undang Hukum Perdata. 

dengenal perjanjlan Inl don segalcl akibatnya serta ~elaksan~annya para plhak memlllh 
lomlslll hukum yang tetap clan seumumnya dl kantor kapanltoraon Pon~adllan Negerl Se- 
narang. 

iegala surat don pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian wajlb dlsampalkm 
>leh maslng - masir.g pihak kepada pihak laln dengan alamut sebagalmana tersebut pada 
~wal  perJanjlan In1 don setlap perubahan alamat wqjlb dlbarltahukan secara tertulls oleh plhak 
lang bersangkutarr kepada plhak lalnn./a selambat-lorr,b(.~tnya 7 (tujuh) harl sebelumnya. 

:anJlan dibuat don ditanda tangani di Ssmarang pado harl ................... tanggal ...................... 
uat dalam 2 rangkap yang mempunyal kekuatan hukum yang soma. 

Plhak Pertarnc, Plhak Kedua, 



PERJANJIAN TAMBAHAN 

... ...................... .................... Pe janjian Tambahan ini ditar,datangani di :.. pada tarlggal 
oleh dan antara : 

1. Nama ........................................................................................................... 
.......................................................................................................... Alamat : 

Jabatan : .......................................................................................................... 
Dalam ha1 ini bertindak untuk dan atas nama PT. Multindo Adto Finance, (Pihak Pertama). 

2. Nama : ............................................................................. (Pibidk kedua) 
Alamat : ............................................................................................... 

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Rahwa pads tanggal ................................ telah ditandatangani Perjar~jian Pembiayaan 
Konsumen Nomor .................................................. (selar,jutnya pe janjian pembiaynan 
berikut seluruh perubahan, penambahan, pernbaharuannya disebut "Pe janjlan Kredit") oleh 
dan antara Pihak Pertama Jan Pihak kedua. 

b. Bahwa antara perseroan terbatas PT. 0ank Universal Tbk. ('Bank") dan Pihak Pertama telah 
dibuat dan ditandatangari PC janjian Kejasama Nomor : ...................................... 
Tanggal ............................ dihadapan Notaris ................................................ 
........................................................................................................................... 
(selanjutnya perjanjian kerjasa,~:. berikut seluruh erubahan, penambahan dan 
pembaharuarlnya disebut 'Perjanjian kerjasacna") 

Sehubungan dengan hal-ha1 tersebut di at.:,s, maka kedua belah pihak dengan ini sepakat dan 
sefuju mernbuat pejanjian tarnbahan yang berbunyi sebagai berikut : 

1. ' Kedua belah pitlak seluju darl scpakat ballwa P i l~ak  Perta~na, sulaku sala l~ satu pitlak dalam 
Perjanjian Kredit bukan hanya bertindak selaku dirinya sendiri melainkan juga bertindak 
selaku kuasa dan untuk kepentingan Bank sebagaimana diatur' dalam PerjanJia,i Ke jasamc. 

2. Oahwa Perjanjian KredIt di atas adalah dalaln rangka pzlaksanaan dan merupakan  sat^ 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahrta'ri'dari Pe janjian Ke jasama. 

Pihak Kedua. 

...................... , ................................... 

~ehjarnin danlatau Pemilik Jai l inan Pihak Pertana 



rtanda tangan di bawah ini 

I i n i  m e n y a t t i k a n  b a h w a  r c l a h  m c r n b a c a  d a n  m c r n a h a r n i  i s i  S U R A 7 '  P E R J A N J I A N  
E R I A N ' P E M B I A Y A A N  D A N  J A M I N A N  S E C A R A  F I D U C I A  a n r a r a  s a y a  d c n g a n  
U L T I N D O  4 U T 0  F I N A N C E  

. - urii[ ksndarann dcngan data schagai bsrikut : 

lar akan kewajiban untuk rnsiignrlcsur sctiap bulan sshssar K p .  

j a n g k a  waktu  b u l a n  ( a n g s u r a n )  y a n g  d i b a y a r k a n  
a m b a t  1 ( s a t u )  bularl scrcln:? r ; ~ n g g a l  pcnandaranganan  kon[r;lk atau tanggal tcriliin kcndarnan s c s u ~ i  
Ber i ra  A c a r a  S e r a h  T c r i m a  K c r ~ d n r a a n ,  a tau rnaksirnal s c t i a p  ranggal  

--- ) 

aran  a k a n  s a y a  b a y a r k a n  lnngsung  di Kantor  PT. M U L T I N P C  A U T O  F I N A N C E  y a i t u  

........................................................................................................................................................................................... 

e n g e t a h u i  b a h w a  a p a b i l n  ter jadi  kererlarnharan dar i  ranggal  d ia ras  d a n  PT. M U L T I N D O  A U T O  
ZE m e n a g i h  k e t e m p a t  k a m i ,  riiaka a t a s  pcnagihan te r sebut  kami  berscd ia  d i k e n a k a n  b i a y a  penagihan  

RP. ( - 
) U n t u k  sc t iap  kali pcnagihan  1 k u n j u n g a n  ke t c n p a t  s a y a .  

I i  sampai  wanprestasi  kami  bersedia menyerahkan kcndaraan tersebur, dan bila sarnpai kendarasn di tar ik.  
rscdia dikenakan biaya penarikrln yang aknn direntukan kcrnudian olcli pihak PT. WULTINDO A U T G  
:E. . . .  

In p e r n y a t a a n  in i  k a m i  buar  bc1,sarnaan dcngan  p e n a n d a ~ a n g a n a n  Per jan j ian  d in tas .  D i t a n d a  t s n g a n i  
pada  tanggal  - 

ing membuat pernyataan 

Materai 



SUKZ,T PERSETUJUAN 

Yang bertar~da fangan d bawah ini : 

Ncrnu . ..................................................... ............................................................................... 

Pekerjaan . ....................................... ............................................................................................. 
...... 

Alamat . ................................................................................................ 

KIP No. ..................................................................................................................................... 

Sebagai Suamillstri dun selakcl Kepala Keluarga/lbu Rumah 'Tangga. dengan ini rnemberikan 
persetujuan kepada Suan~i/lstri selaku ~epala-~eluargailou Rumah Tangga : 

. . .  
N m a  ..................................................................................................................................... 

Pekerjaan ...................................................................................................................................... 

Alamat ....................................................................................................................................... 

, K.TP No. ................................................................................................................................... 
4 

Untuk melokukan tindokan-tindoku~~ sebagai L;crikut : 

1. Membuat dun menanda tanganl perjanjian berikut dokurnen-dokumen lairnya s~hubungan 
dongan perjanlian tersebut unluk mendapatkan fasllltas pemblayaan 1 (sctu) unit 
............................................................................................................................... yang diberikan deh 
PT. MULTINDO AUTO FINANCE 

2. ~elakukan dun mengsrjdkan semua d a ~  setiap tindakan apapun juga ycng diperll~kan 
atau diwajibkan untuk pelcksanaan apa yang diuraikan dalaln butir 1 di atas. 

Demikian Surat Perse'~ujuan ini dibuat don ditanda tangani di Semarang, pada tanggal 

Yang memberikan persetuiuan. 



&anlor Pusat : Gajah Mada Plaza Blok A 20 - 2:. Sirnpang Lima, Sernarartg 
Telp. (024) 831 1 1 30 (Hunting) Fax. (024) 841 2395, 8448769 

Kanlor Cabnng : Serndrang. Solo, Yogyakar!:. Bandung. Boyor. Sukaburni, Cianjur. Cirebon. Jakarl; 

PESANAN PEMBELIAN 

Kepadn Yth. : 

No. 

Sesuai clc~lgan per~i~ol lona~l  krcdit atas llallia 
yang tclnh d ise tu~i l i .  ~nol>otl  rltltuk ~ n e ~ ~ g i r i ~ l l k a r i  bnrang 1 ke~ lda r aan  tersebut  di  bawall 

\ .  . 
1111 kc : 

Alnlnat : 

Tclp. 

No. Pelal~ggan : 
Nc.. I ' i~~jnmarl : 

Apabila pcngiril.la11 tidak clapnt dilaksannkatl d a : n ~ i ~  wnktu 30 ( t igapulol l)  hari  setelall 
tanggal surat ini atau ada  suatu ha1 yang tidak sesuai dengan pesanan ini, rnaka k a ~ n i  
berhak untuk tne~nbatalka~l  Surat Pesanan ini. 

Konfirmasi Supplicr 

=. 

PT. Mul t indo  Auto  Finance 

Bn~;j.aknya 

I (satu) 

Catatan: Harnp pcs:111;1t1 pcrnhclinn nsli i 1 1 i  d i larcpirkan pada waktu  penagihan  ke  
PT. Multit~rjo ,41110 Izinnncc 

1. Asli untuk Dcalcr 
2. Tembusirr A u ~ ~ t u k  pc;nit~jnln 
3. Tcmbusan 2 ulltuk PI: Mullintlo A!l!o Filrar~cc 

STNK & BPKB atas llarlla 

Hal-gn Satuan hlc;.k/Tyl)c 1)nrnnglKcndnrann 

Unit 
Merck : 
-l'ypc 
l l l l l  : 

Rangk;~ : 
Mesill : 
Warm : 

.J~rrnlnh Hnrgn  

. ... . 
. :. . . 



SLfiA'T PERNYATAAN DEALER 

lg bertanda langan di bawah i'ni 

Narna . .................................... 
Jabatan : ............................................................................................................... 
Alamat ............................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................ am ha1 ini bertindak untuk dan alas nama 
lgan ini monyataknn hal-ha1 sebagai berikul : 

............................................................ Bahwa kami benar lelah rnenjual secara tunai kepada 
1 (satu ) unit kendaraan : 
Merk I Type .................................................................................................... 
No. Polisi .................................................................................................... 
No. Mesin I Rangka ..................................................................................................... 
Tahun I Warna ...................................................................................................... 

\ 

................ ......................................... Bahwa kami mcngolahui kendarsan torsebut dibeli oleh : 

dengan dana pinjaman vang diperoleh dari PT. MUL-UNDC AUTO FINANCE karenanya kami 
mongikatkan diri dan 1)orjnn;i unluk rncnyorahkan solambal-larnbatnya dalam waktu 3 (tiga) b ~ ~ h n  
terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan. ~ u M i  ~ e ~ e m i l i k a n  Kendaraan Bermlo r  (BPKB) 
beserla tindasan faktur pembeiian dan surat-sural lainnya yang berhubungan dengan kendaraan 
torsobut kopada PT. MUCrlNDO AUTO FINANC'E. 

Bahwa kami monjaniin kttaslian dokumon-dokumon yang akan'karni scrahkan torsobul tli nlas. 
dan apabila di kernudian hari ha1 ini terbukti lidak benar. maka kami bcrsodia dikonakan sanksi 
borupn npapurl. . . .  

Bahwa kendaraan tersebut pada saat diserahkan bebas dari silaan, gugalan dan sengket~ dari 

pihak,manapun, dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apatila ha1 ini tidak benar. ., 

3ahwa apabila dol(umen.dokumen tersebut diatas tidak kami serahkan tepal pada waktun'ya. 
atau dokumen-dokumen tersebut karni pergunakan untuk tujuan dan maksud lain. maka segala 
akbat dari kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi 
berupa apapun, 6 

Bahwa pernyataan ini dan segala akibatnya. kami memilih tempat kediaman yang tetap dan 
tidak berubah di Kantor Kepaniteiaan Pengadilan Negeri'Semarang. 

lmikian pernyataan ini dibuat di Semaranq, pada tanggal .......... '. ........................................ dengan 
;etahui dan disetujui oleh perr.be:i.l PT. MULTINDO AUTO FINANCE. 

Menyetujui. . Yang membuat pernyataan, 

materai 

...................................... ...................................... 1 ( 
Mengetahui, 1 

PT. MULTINDO AUTO FINANCE 



SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

.................................................................. Dalam ha1 ini bertindak untuk don atas namo 
dengan In1 rllenyatakan ha1 - ha1 sebagai berikut : 

1 .  Bahwa surat-surat / dokumer, - dokumen berupo STNK. BPKU, Copy Faktur Kwitansl Blanko 
don lain-lain atas kendaraan : 

. . .  

- Merk / Type .................................................................................................... 

.................................................................................................... \ - No. Polisi 

- Tahun / Warna ................................................................................................... 

yang diserahkan kepada PT. MUI.TIND3 AUTO SUBENTRA FINANCE sebagai jaminan atas 
hutang ...................................................................... berdasarkan PerJanJian Pemblayaan 
dan pemberian Jaminan Secara Fiducia Nomor ................................................ yang dltanda 
tangani  pad^ tanggal .................................. .~dalah benctr asli. don apablla ha1 Inl terbukti 
tidak benar moKq kami bersedia dikenakan sanksi berupa upapun. 

2. Bahwa kendaraan tersebut pada soot diserchkan bebas dari sitaan. sengketa maupun 
gugatan pihak kstiga manapun, don soya bersedia dikenakan sanksi apapun apabila 
ha1 ini terbukti tidak benar. 

3. Bahwa untuk pernyataan ini don segala akibatnya, kumi memilih tempat kediaman yang 
tetap don tidak berubah di kanior Kepaniteraan Pgngadilan Negeri Semmang. 

Demikian pernyataan ini suya buat dengan sesungguhnya, di Semarang pada tanggal 
............................................... 

!long membuat pernyataan. 

............................................. > 



SURAT KUASA 

Jng bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Alamat 

?lanjdnya disebut PEMBERI KUASA 

ienerangkan dengan in! membrikan kuax dengan hak s~bstihssi kepda 

Nama 
Alamat 

rtuk da6atas nama PEMBERI KUASA mewakili.EMBER1 KUASAuntuk mengambii. rnenyimpan, menjual 
in menerima hasil penjualan tersebut atas 1 (satu) unit kendar~cn : 

Merk 

'(Y pe 
Tahun 
Warna 
Nomor Chasis : 
IVomor Mesin : 
Nomor Pc!isi : 

Ins keperluan tersebut PENERIMA i :UASA bernak untuk memasuki ruangan tempat tir~ggal atau 
ltor PEMBERI KUASA atau tampat lain dimana kendaraan itu berada guna mengambil kendaraan 
;ebut di atas dad PEMBERI KUASA atau pihak bin yang menguasainya, bila perlu dengan bantuan 
:isi atau instansl lainnyo yang bewerang. 

nudlan menjual don menyeiahkan kerdaraan tersebut kepada siapapun juga dengan memakai 
go. syard-syard don ketenitlan-ketentuan yang dianggap baikdan perlu oleh PENERIMA KUASA 
-diri. serta memperhingkan uang hasil penjmlan kendaraan tersebut dengan hutang, bunga. 
dadendo serta biayc-biaya luirinya yang hams dibayar PEMBERI KUASA don atau yang dijamin 
h PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA. . 

lsa ini diberikandengon haksubstisi serta tid~k dapotdiarik kembaliserta berakhir karena sebab 
jab yang tercantum dalam Undang-undong/Hukum serta mengakhiri surat kuasa karena 
Uasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisohkan dari Akta Persetujuan 
-Jit/Pengakuan Hutang don atar~ Pemberian Jaminan yang dibuat antara PEMBERI KUASA 
lgan PENERIMA KUASA. 

nikian surd kuasa ini dibuat di 
la hari ini tanggal 

PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA 



SURAT KUASA ' 

Saya yang bertanda tanyan di bcwah ini : 

N a m a  

A l a m a t  

Memberi kuasa kepada : 

N a m a '\ : PT:M?ILTIIVDO AUTO FINANCE 

A l a m a t  

Untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut di bawah ini : 

1. STNK 

2. Retribusi (jin Pengusaha .4ngkutan 

3. Kartu Pengawasan ljin Trayek 

4. Surat KIR - 
Untuk kendaraan dengan dgla sebagai berikut : 

No. Polisi 

No. Chasis 

No. Mesln 

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya. 

Semarang, 

Yang Memberl Kuasa : 

Materal 



KARTU ANGSURAN NASABAH 
. . 

mar Pinjaman : 

ama Nasabah , : 

yna Pinjaman : 
jay" angsuran setiap tanggal : 

figswan pectama tanggd : 

kartu angsuran ini.setiap pembayaran agar anda 
kan pebyanan yang cepat. 
engan pasal 3 pada Ketentuan 8 Syarat-syarat 
Pengakuan Hutang dengan Penyerahan Hak Milik 

jucia, maka apabila terjadi keterlambatan pembayaran 
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 6% 

sen) per bvlan dari jumlah yang tertunggak: 

3 pada : 
N s/d JUMAT : Puku108.30 - 14.00 WIB 
i U  : P ~ k u l  08.30 - 11.09 WIB 
hat : Pukul 12.00 - 13.00 WIB 

MANAGEMENT 
P i .  MULTINDO AUTO FINANCE 


